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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemekaran daerah 

provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dengan rumusan masalah sebagai berikut, (1) 

bagaimanakah prosedur pemekaran daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? dan (2) bagaimanakah 

konsekuensi yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan otonomi daerah 

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengak 

mnalis bagaimanakah prosedur pemekaran daerah provinsi benrdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 dan bagaimakah konsekuensi dari daerah yang 

tidak memenuhi persyaratan dalam memekarkan daerahnya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

yuridis normatif, dengan memperoleh hasil penelitian melalui studi kepustakaan, 

perundang-undangan, kasus dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik 

pembahasan. Hasil dari penulisan ini adalah prosedur pemekaran daerah provinsi 

sedikit mengalami perbedaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014. Dimana dalam peraturan ini hanya menentukan dua persyaratan untuk 

memekarkan suatu daerah. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga 

menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan maka daerah tersebut 

harus melalui tahapan daerah persiapan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

sangat ketat dalam mengatur pemekaran daerah, akan tetapi hingga saat ini aturan 

pelaksana dari undang-undang tersebut belum ada. Adapun konsekuensi dari suatu 

daerah yang ingin dimekarkan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan dan tidak 

mampu melaksanakan otonomi daerahnya maka daerah tersebut harus 

digabungkan dengan daerah induknya. Hanya saja pemerintah hanya terfokus 

pada pemekaran daerah sehingga sampai saat ini belum adanya peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang penggabungan daerah dan mekanisme 

penggabungannya. 

 

  

Kata Kunci: Prosedur, Pemekaran Daerah, Daerah Otonom Baru  
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine and analyze the expansion of provincial regions 

based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. With the 

following problem formulation, (1) what is the procedure for expanding 

provincial regions based on Law Number 23 of 2014 concerning regional 

government? and (2) what are the consequences of not meeting the requirements 

for implementing regional autonomy as regulated in Law Number 23 of 2014 

concerning Regional Government? The aim of this research is to find out and 

analyze the procedures for expanding provincial regions based on Law Number 

23 of 2014 and what are the consequences of regions that do not fulfill the 

requirements for expanding their regions based on Law Number 23 of 2014. The 

method used in this research is juridical normative, by obtaining research results 

through literature studies, legislation, cases and other references related to the 

topic of discussion. The result of this writing is that the procedure for expanding 

provincial regions is slightly different from the enactment of Law Number 23 of 

2014. Where this regulation only specifies two requirements for expanding a 

region. Apart from that, Law Number 23 of 2014 also determines that if a region 

is to be expanded then that region must go through the preparatory regional 

stage. Law Number 23 of 2014 is very strict in regulating regional expansion, but 

until now there are no implementing regulations for this law. As for the 

consequences of a region that wants to be expanded but does not meet the 

requirements and is unable to implement regional autonomy, the region must be 

combined with another region. It's just that the government is only focused on 

regional expansion, so to date there are no government regulations governing 

regional mergers and their merger mechanisms. 

 

Keywords: Procedure, Regional Expansion, New Autonomous Region 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ne lgara Indo lne lsia adalah ne lgara ke lsatuan yang be lrbe lntuk re lpublik, 

be lrdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Pasal ini melnunjukkan bahwa 

pe lnye lle lnggaraan pe lme lrintahan pada prinsipnya dilakukan olle lh pe lme lrintah 

pusat, delngan me llihat kolndisi wilayah Relpublik Indo lne lsia yang luas delngan 

be lribu-ribu pulau, belrmacam-macam suku dan budaya sudah dapat 

dikatakan bahwa tidak mungkin selgala se lsuatunya diatur se lcara te lrpusat 

o lle lh pelme lrintahan pusat. 

Pe lndiri nelgara (the l folunding fathelrs) Relpublik Indo lne lsia akhirnya 

be lrse lpakat melne ltapkan me lmbe lntuk nelgara de lngan ke lsatuan belrdasarkan 

sistelm olto lnolmi daelrah se lbagaimana dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945. 

Pe lmbagian dae lrah Indo lne lsia atas dae lrah belsar dan kelcil, delngan belntuk 

susunan pelme lrintahannya dite ltapkan de lngan undang-undang de lngan 

me lmandang dan melngingat dasar pe lrmusyawaratan dalam sistelm 

pe lme lrintahan nelgara, dan hak-hak asal dalam dae lrah yang be lrsifat 

istimelwa.1   

Pasal 18 (pelrubahan ke ldua) UUD 1945 melne lntukan bahwa: 

(1) Ne lgara Ke lsatuan Re lpublik Indolne lsia dibagi atas dae lrah-dae lrah 

pro lvinsi dan dae lrah prolvinsi itu dibagi atas kabupate ln dan kolta, yang 

tiap-tiap prolvinsi, kabupate ln, dan kolta itu melmpunyai pelme lrintahan 

dae lrah, yang diatur delngan Undang- Undang. 

(2) Pe lme lrintahan daelrah pro lvinsi, dae lrah kabupateln, dan ko lta me lngatur 

dan me lngurus se lndiri urusan pe lme lrintahan melnurut asas o ltolno lmi dan 

tugas pelmbantuan. 

 
1Syamsir dan Iswandi, (Bahan Ajar Hukum Tata Negara), Fakultas Hukum Universitas 

Jambi, Jambi, 2020, hal. 31  
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(3) Pe lme lrintahan daelrah pro lvinsi, dae lrah kabupate ln, dan ko lta me lmiliki 

De lwan Pe lrwakilan Rakyat Dae lrah yang anggolta-anggo ltanya dipilih 

me llalui pe lmilihan umum. 

(4) Gube lrnur, Bupati dan Walikolta masing-masing selbagai Kelpala 

Pe lme lrintah Daelrah Pro lvinsi, Kabupateln dan Ko lta dipilih selcara 

de lmo lkratis. 

(5) Pe lme lrintah daelrah me lnjalankan oltolno lmi selluas-luasnya, kelcuali 

urusan pe lme lrintahan yang o lle lh undang-undang ditelntukan se lbagai 

urusan Pelme lrintah Pusat. 

(6) Pe lme lrintahan dae lrah be lrhak me lne ltapkan pelraturan dae lrah dan 

pe lraturan-pe lraturan lain untuk mellaksanakan o ltolno lmi dan tugas 

pe lmbantuan. 

(7) Susunan dan tata cara pe lnye lle lnggaraan pe lme lrintah dae lrah diatur 

dalam Undang- Undang 

 

Pasal telrse lbut di atas me lngatur te lntang pelme lrintahan dae lrah dalam 

Ne lgara Ke lsatuan Re lpublik Indo lne lsia de lngan tujuan untuk me llancarkan 

jalannya pelme lrintahan dan sarana untuk me lncapai tujuan belrne lgara dalam 

me lwujudkan kelsatuan bangsa. 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 1945 tidak 

melngatur pelrihal pelmbelntukan daelrah atau pelmelkaran suatu wilayah selcara   

khusus, namun diselbutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, Nelgara 

melngakui dan melngholrmati satuan-satuan pelmelrintahan daelrah yang belrsifat 

khusus atau belrsifat istimelwa yang diatur delngan undang-undang. 

Pelngaturan sellanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) melngatur bahwa 

“Nelgara melngakui dan melngholrmati kelsatuan-kelsatuan masyarakat hukum 

adat selrta hak-hak tradisiolnalnya selpanjang masih hidup dan selsuai delngan 

pelrkelmbangan masyarakat dan prinsip Nelgara Kelsatuan Relpublik Indolnelsia, 
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yang diatur dalam Undang-undang”2. Sellanjutnya dijellaskan pula dalam 

pelnjellasan selbagai belrikut: ollelh karelna nelgara Indolnelsia itu 

suatu“elelnhelidsstaat” maka Indolnelsia tidak akan melmpunyai daelrah ini 

dalam lingkungan yang belrsifat Nelgara juga3.  

Pasal 18 Ayat (5) melneltukan bahwa pelmelrintahan daelrah 

melnjalankan oltolnolmi selluas-luasnya, kelcuali urusan pelmelrintahan yang 

ollelh undang-undang ditelntukan selbagai urusan pelmelrintah pusat. Melnurut 

Busrizalti “Pelnyellelnggaraan oltolnolmi daelrah ditujukan untuk melnata sistelm 

pelmelrintahan daelrah dalam kelrangka NKRI. Pellaksanaan dilakukan delngan 

melmbelrikan kellelluasaan kelpada daelrah untuk melnyellelnggarakan 

kelwelnangan pelmelrintahan di tingkat daelrah”4. 

Daelrah Indolnelsia akan dibagi dalam daelrah prolvinsi dan daelrah 

prolvinsi akan dibagi dalam daelrah yang lelbih kelcil. Belrdasarkan pelnjellasan 

telrselbut dapat dikatakan bahwa nelgara relpublik Indolnelsia adalah nelgara 

kelsatuan delngan sistelm delselntralisasi (sistelm oltolnolm). Delselntralisasi yaitu 

pelnyelrahan urusan pelmelrintah dari pelmelrintah kelpada daelrah melnjadi 

urusan rumah tangganya. Melnurut Bagir Manan dalam buku Syamsir dan 

Iswandi ada tiga sistelm rumah tangga yakni: 

1. Rumah tangga folrmal, bahwa selbagai welwelnang, tugas dan tanggung 

jawab antar pusat dan daelrah untuk melngatur pelmelrintah telrtelntu 

tidak diteltapkan selcara rinci. 

 
 2Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, “Tinjauan Yuridis Tentang 

Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah”, Jurnal Lex Administratum, Vol VIII, No. 4, 2020, hal. 16.  
3Ibid,  
4 Busrizalti, Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya), Total Media, Yogyakarta, 

2013, hal. 2. 
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2. Rumah tangga matelrial, bahwa dalam sistelm ada pelmbagian 

welwelnang dan tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pelmelrintah 

pusat dan daelrah. 

3. Rumah tangga nyata (riil) sistelm riil lazim diselbut sistelm oltolno lm 

nyata, diselbut nyata karelna isi rumah tangga daelrah belrdasarkan 

kelpada keladaan dan faktolr-faktolr yang nyata. 

  

 Oltolnolmi daelrah melmbelrikan kelwelnangan kelpada daelrah untuk 

melngatur urusan rumah tangganya selsuai delngan poltelnsi yang dimiliki ollelh 

daelrah itu selndiri. Oltolnolmi ditujukan untuk melningkatkan Pellayanan publik, 

keltelrseldiaan fasilitas umum yang melmadai dan telrjangkau o llelh selluruh 

lapisan masyarakat, pelningkatan kelseljahtelraan hidup bagi selluruh 

masyarakat di daelrah, selrta partisipasi masyarakat dalam melnciptakan 

suasana yang delmolkratis di daelrah selmakin belrkelmbang, juga keltelrjalinan 

kolmunikasi yang selimbang dan belrkualitas antara pelmelrintah daelrah, DPRD 

dan masyarakat, dalam melndo lrolng kelsukselsan o ltolnolmi itu selndiri.  

Pelrubahan  sistelm  kelkuasaan  Nelgara  pasca  relfolrmasi  tahun  1998  

telrutama pellaksanaan Undang-Undang Nol. 22 Tahun 1999 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah (yang direlvisi delngan Undang-Undang Nol. 32  Tahun  

2004)  melmbelri  pelluang  oltolnolmi  daelrah  yang  luas. Pelngelrtian oltolnolmi 

daelrah melnurut Undang-Undang Nol. 32 Tahun 2004 selbagai  relvisi Undang-

Undang Nol. 22 Tahun 1999  adalah  hak, welwelnang,  dan  kelwajiban  daelrah  

oltolnolm untuk melngatur  dan  melngurus  selndiri  urusan  pelmelrintahan  dan  
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kelpelntingan masyarakat  seltelmpat  selsuai  delngan  pelraturan  pelrundang-

undangan.5   

Seljak dibelrlakukannya Undang-Undang Nol. 22 Tahun 1999 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah, olrielntasi pelmbangunan diubah dari prinsip elfisielnsi 

dan pelrtumbuhan melnjadi prinsip kelmandirian dan keladilan. Dalam kolndisi 

olrielntasi pelmbangunan yang delmikian, maka olrielntasi pelnyellelnggaraan 

pelmbangunan belrgelselr kel arah delselntralisasi. Salah satu implikasi dari 

pelrubahan paradigma pelnyellelnggaraan pelmbangunan telrselbut adalah 

timbulnya felnolmelna pelmelkaran wilayah.6  

Pelmelkaran wilayah pada oltolnolmi daelrah selakan punya daya tarik 

telrselndiri, selhingga tidak helran jika telrus melnjadi pelrbincangan di belrbagai 

kalangan. Kuatnya wacana telrselbut juga selmakin melnguatkan kolntrolvelrsi 

dan pelrdelbatan antar ellit, dimulai dari kellolmpolk masyarakat hingga pelmbuat 

kelbijakan selkalipun. Bellum lagi tanggapan masyarakat belragam yang seldikit 

banyak melnuai kolntrolvelrsi telrselbut. Banyak yang melmpelrtanyakan gagasan 

telrselbut delngan belrbagai alasan melndasar selpelrti alasan pollitis, solsiollolgis, 

relligius bahkan histolris.  

Dalam pelrkelmbangan pollitik nasiolnal dan lolkal saat ini, isu melngelnai 

pelmelkaran wilayah nampaknya akan telrus melnjadi wacana pollitik yang tidak 

akan pudar. Hal itu karelna belrkaitan delngan kolnseln utama masyarakat lolkal 

yang melnyangkut belrbagai telkanan pollitik selpelrti pelrasaan dan kelinginan 

 
5Muh. Askar Sittara, “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di 

Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupatn Pinrang,” Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017, hal. 1. 
6Ibid, hal. 4  



 
 

6 
 

untuk mandiri. Alasan lain yang tidak kalah pelntingnya adalah kolnseln utama 

untuk melnseljahtelrakan rakyat karelna biasanya daelrah yang ingin dimelkarkan 

telrtinggal jauh dari daelrah lainnya.  

Salah satu alasan pelmelkaran wilayah sellama ini melrupakan jawaban 

atas pelrsolalan pelrasaan keltidakadilan, pelrasaan tidak dipelrhatikan, ataupun 

pelrasaan-pelrasaan yang ingin melmisahkan diri dari Nelgara kelsatuan ini.7 

Pada awal tahun 1999 pelmelrintah mulai melmbelrlakukan pelmelkaran daelrah 

dalam skala yang belsar hingga pada akhirnya pelmelrintah selndiripun 

kelwalahan dalam melmbelndung tuntutan akan pelmelkaran daelrah itu selndiri.  

Pelmelkaran daelrah seljak 1999 bollelh dikata selbagai pollitical welll 

pelmelrintah selcara nasiolnal selbagaimana di amanatkan di dalam undang-

undang pelmelrintahan daelrah yang melmpelrkuat fasel baru oltolnolmi daelrah 

pasca kelkuasaan olrdel baru yang selntralistik8. Tidak hanya aturan undang-

undang, selcara kolnstitusiolnal melmang langkah itu sangat sah untuk 

dilakukan telrkait pelngaturan pasal 18 UUD 1945 yang intinya melngatur 

pelmbagian daelrah prolvinsi, kabupateln dan kolta. Masing-masing melmpunyai 

pelmelrintahan selndiri (oltolnolmi daelrah).  

Pelmbelntukan daelrah harus belrmanfaat bagi pelmbangunan nasiolnal 

pada umumnya dan pelmbangunan daelrah pada khususnya delngan tujuan 

untuk melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat yang selcara tidak langsung 

diharapkan dapat melningkatkan pelndapatan daelrah. Disamping itu, 

 
7Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi 

Di Indonesia:Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan,” Jurnal Konstitusi, Vol 10, No. 

2, 2013, hal. 288 
8Ibid, hal. 290 
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pelmbelntukan daelrah harus mampu mellaksanakan oltolnolmi daelrahnya selsuai 

delngan kolndisi, poltelnsi, kelbutuhan, dan kelmampuan daelrah yang 

belrsangkutan.  

Melnurut Siswantol Sunarnol, “Pelmbelntukan suatu darah oltolnolm baru, 

tidak bollelh melngakibatkan daelrah induk tidak dapat lagi mellaksanakan 

oltolnolmi daelrahnya”9. Ollelh karelna itu, baik daelrah yang dibelntuk maupun 

daelrah yang dimelkarkan atau daelrah induk selcara selndiri-selndiri dapat 

mellaksanakan oltolnolmi daelrahnya selsuai delngan keltelntuan yang belrlaku. 

Pelmelkaran daelrah melrupakan salah satu langkah pollitik selbuah daelrah 

delngan cara melmbagi atau melmpelrluas sub bagian wilayah dari daelrah 

telrselbut baik bagian atau daelrah yang belrbelntuk prolvinsi baru ataupun 

kabupateln/kolta baru. Melnurut Alinapia:  

Pelmelkaran daelrah melrupakan pelmbagian kelwelnangan administratif 

dari satu wilayah melnjadi dua atau belbelrapa wilayah. Pelmbagian 

telrselbut juga melnyangkut luas wilayah maupun jumlah pelnduduk 

selhingga lelbih melngelcil. Pada tingkat prolvinsi melnghasilkan satu polla 

yakni dari satu prolvinsi melnjadi satu prolvinsi baru dan satu prolvinsi 

induk10.  

 

Delngan selmakin belrkelmbangnya zaman dan selmakin belrtambahnya 

pelnduduk, maka pelmelrintah daelrah melmpunyai   tugas   yang cukup banyak. 

Ollelh karelna itu, ada belbelrapa yang kelmudian melngajukan pelmbelntukan 

daelrah olto lnolm baru, telrlihat seljak zaman pelmelrintahan olrdel baru hingga di 

 
9Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cet. 1, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2006, hal. 17. 
10Alinapia, “Pemekaran Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Di Sumatera Utara”, Jurnal Justitia,Vol 01, No. 01, 2013, hal. 22 
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Indolnelsia saat ini sudah ada 38 prolvinsi, bellum telrmasuk pelmelkaran 

kabupateln dan kolta.  

Pelmbelntukan daelrah oltolnolm baru diatur dalam UU Telntang 

Pelmelrintahan daelrah Nol. 32 tahun 2004 hingga Nol. 23 tahun 2014 dan 

belbelrapa pelraturan pelmelrintah telrkait. Undang-Undang telrselbut tellah 

melmbawa pelrubahan dalam pellaksanaan pelmelrintahan daelrah. Salah satu 

pelrubahan itu adalah adanya ruang dan kelselmpatan bagi pelmelrintah daelrah 

untuk mellakukan pelmelkaran wilayah selbagai suatu wujud dari prolsels 

pellaksanaan oltolnolmi. 

Selmangat oltolnolmi di Indolnelsia ini telntu saja melmbelrikan dampak 

yang sangat luas. Salah satu dampak dari hal ini adalah banyaknya daelrah 

yang ingin mellakukan pelmelkaran daelrahnya. Namun kini pelmelkaran daelrah 

tellah dipelrkeltat delngan belrlakunya Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 

pelngganti Undang-Undang Nol. 32 Tahun 2004 Telntang Pelmelrintahan 

Daelrah11.  

Pelmelkaran yang kelliru dikalangan ellitel daelrah ini adalah pelmbelntukan  

daelrah mellalui  pelnggabungan  maupun  pelmelkaran  melnurut  pasal 4  ayat  

(3) Undang-Undang Nol. 32 Tahun 2004 telntang Pelmelrintahan Daelrah 

dimaksudkan selbagai jalan kelluar untuk melwujudkan belntuk idelntitasnya 

yang belrbelda atau selbagai akibat relaktif pelrlakuan daelrah induk  yang  tidak  

adil yang  kini  tellah  diatur  lelbih rinci dalam Undang-Undang Nol. 23 Tahun  

2014  Telntang  Pelmelrintahan  Daelrah  dalam  Pasal  32  sampai delngan Pasal 

 
11Muh. Askar Sittara, loc. Cit. 
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46. Selhingga delngan belrlakunya undang-undang Pelmelrintahan Daelrah yang 

baru ini dapat melminimalisir pelmelkaran daelrah.12 

Pelmelkaran daelrah kini sudah tidak bisa dilakukan selcara o ltolmatis. Hal 

ini dikarelnakan akan ada jelda waktu pelrsiapan untuk daelrah yang akan 

mellakukan pelmelkaran selbellum daelrah telrselbut melnjadi Daelrah Oltolnolmi 

Baru (DOlB). Pelrsyaratan pelmelkaran daelrah melnjadi selmakin keltat 

diakibatkan karelna banyak fakta bahwa banyak daelrah oltolnolmi baru yang 

tidak layak dalam arti kinelrja dan pelmelrintahan yang kurang baik. 

Dikelmukakan ollelh Shellly Winda dalam suatu pelmelkaran yaitu: 

 “Telrdapat dua hal pelnting telrkait pelmelkaran daelrah yang telntunya 

belrkaitan delngan pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat di daelrah, 

yaitu bagaimana pelmelrintah mellaksanakannya, dan bagaimana 

dampaknya di masyarakat seltellah pelmelkaran telrselbut belrjalan sellama 

lima tahun”.13 

 

Selbagaimana dijellaskan dalam Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 

telntang Pelmelrintahan daelrah. Dalam Undang-undang telrselbut, selcara telknis, 

pelrsyaratan pelmelkaran daelrah bellum diatur seliring delngan bellum 

diteltapkannya Pelraturan Pelmelrintah telntang Pelnataan Daelrah selbagai aturan 

taktis olpelrasiolnal dari Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014. Selhingga bellum 

dapat dikeltahui pelrsyaratan apa saja yang bellum telrpelnuhi dan melkanismel 

yang harus dilalui ollelh suatu daelrah yang tellah dan akan diusulkan melnjadi 

 
12Ni Luh Putu Suartami Dewi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Analisis Yuridis Terkait 

Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, hal. 22 
13Shelly Winda Puspita Sari dan Meri Yarni, “Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah 

Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, 

Limbago Journal Of Constitutional Law, Vol 1, No. 1, 2021, hal. 173 
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selbuah DOlB. Hal ini seliring delngan pelmbelrlakuan molratolrium pelmelkaran 

daelrah selhingga melnyelbabkan pelmelkaran daelrah telrhelnti.14  

Delngan belrlakunya Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 Telntang 

Pelmelrintahan Daelrah selbagai pelngganti Undang-Undang No l. 32 Tahun 

2004, syarat dan melkanismel untuk pelmbelntukan daelrah oltolnolm yang baru 

melnjadi lelbih telrpelrinci dan lelbih keltat. Dalam Undang-Undang Nol. 23 

Tahun 2014 syarat pelmbelntukan daelrah belrubah melnjadi syarat 

pelmbelntukan daelrah pelrsiapan, yang diatur dalam pasal 33 ayat (3). Yang 

kini melmbagi pelrsyaratan pelmbelntukan daelrah pelrsiapan melnjadi 

pelrsyaratan dasar dan pelrsyaratan administratif.  

Sellain itu UU Nol. 23 Tahun 2014 juga melnelntukan bahwa apabila satu 

daelrah akan dimelkarkan, maka daelrah telrselbut harus mellalui tahapan daelrah 

pelrsiapan. UU Nol. 23 Tahun 2014 sangat keltat dalam melngatur pelmelkaran 

daelrah, namun sampai saat ini aturan pellaksana dari UU Nol. 23 Tahun 2014 

bellum ada.  

Selbellumnya, tata cara pelmbelntukan, pelnghapusan, dan pelnggabungan 

daelrah diatur dalam PP Nol. 129 Tahun 2000 diganti delngan PP Nol. 78 Tahun 

2007. Dalam pelrkelmbangannya banyak daelrah hasil pelmelkaran bellum atau 

kurang dirasakan manfaatnya ollelh masyarakat bahkan belrpoltelnsi 

melnimbulkan pelrmasalahan baru, selhingga sellajutnya melnimbulkan 

 
14Astika Ummy Athahirah dan Rossy Lambelanova, “Kesiapan Pemekaran “Kabupaten 

Renah Indojati” Di Provinsi Sumatera Barat”, Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan 

Humaniora, Vol 21, No. 1, 2019, hal. 60 
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pelrtanyaan bagaimana delngan daelrah-daelrah yang tellah dimelkarkan namun 

bellum melncapai tujuan dari pelmelkaran daelrah itu selndiri.15 

Belrdasarkan pelmaparan latar bellakang di atas, maka pelnulis telrtarik 

mellakukan pelnellitian dan pelnulisan melndalam telrhadap prolseldur pelmelkaran 

daelrah prolvinsi belrdasarkan Undang-Undang Nolmolr. 23 Tahun 2014 

Telntang Pelmelrintahan Daelrah. Selrta bagaimanakah kelwajiban pelmelrintah 

dalam hal pelmelrintahan daelrah yang baru dimelkarkan dinyatakan tidak 

telrpelnuhi kelwajiban-kelwajiban dalam mellaksanakan oltolnolmi daelrah delngan 

judul “Analisis Pemekaran Daerah Provinsi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.  

B. Rumusan Masalah 

Belrasarkan latar bellakang masalah telrselbut, ada belbelrapa polkolk 

masalah yang ingin dirumuskan ollelh pelnulis, diantaranya:  

1. Bagaimana pelmelkaran daelrah prolvinsi belrdasarkan Undang-Undang 

Nol. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah? 

2. Bagaimana kolnselkuelnsi yang tidak melmelnuhi syarat dalam 

mellaksanakan oltolnolmi daelrah selpelrti yang diatur dalam Undang-

Undang Nol. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah? 

C. Tujuan Penelitian  

Belrdasarkan dari latar bellakang masalah dan polkolk masalah yang 

telrjadi, ada belbelrapa polkolk tujuan pelnellitian, diantaranya:  

 
15Aziez Bauw “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah” Legal Pluralism, Vol 8 No. 1, 2018, hal. 4 
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1. Untuk melngeltahui dan melnganalisis pelmelkaran daelrah prolvinsi 

belrdasarkan Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 

2. Untuk melngeltahui dan melnganalisis bagaimana kolnselkuelnsi yang 

tidak melmelnuhi syarat dalam mellaksanakan oltolnolmi daelrah 

belrdasarkan Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan 

Daelrah 

D. Manfaat Penelitian  

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang melmbutuhkan, baik selcara telolritis maupun praktis, diantaranya:  

1. Manfaat telolritis 

Selcara telolritis, pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah wawasan dan 

pelngeltahuan melngelnai sistelm pelmelkaran daelrah prolvinsi yang 

belrdasarkan Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 dan bagaimana hak 

oltolnolm suatu daelrah yang mellakukan prolsels pelmelkaran. 

2. Manfaat praktis 

Selcara praktis, pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat:  

a. Manfaat pelnellitian bagi pelnulis ialah agar pelnulis dapat 

melngeltahui dan melmahami prolsels dan pellaksanaan pelmelkaran 

daelrah prolvinsi dalam wilayah Nelgara Relpublik Indolnelsia.  

b. Pelnellitian ini melrupakan salah satu syarat untuk melmpelrollelh 

gellar Sarjana di Fakultas Hukum Univelrsitas Jambi. 
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c. Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi salah satu sumbelr 

relfelrelnsi bagi para praktisi, Akadelmisi, dan telrutama kelpada 

pelmelrintah telrkait pellaksanaan pelmelkaran daelrah prolvinsi. 

E. Kerangka Konseptual  

Selhubungan delngan pelnulisan prolpolsal yang dibelri judul “Analisis 

Pelmelkaran Daelrah Prolvinsi Belrdasarkan Undang-Undang No l. 23 Tahun 

2014 Telntang Pelmelrintahan Daelrah”, maka untuk melmpelrmudah dalam 

melmbahas pelrmasalahannya selrta melmpelrjellas maksud dari judul ini agar 

tidak ada timbulnya kelsalah pahaman arti selrta melnghindari pelnafsiran yang 

belrbelda, maka dibawah ini akan dijellaskan batasan pelngelrtian yang belrkaitan 

delngan pelnellitian ini selbagai belrikut:  

1. Analisis  

Dalam Kamus Belsar bahasa Indolnelsia (KBBI) “Analisis adalah suatu 

pelnyellidikan telrhadap keljadian (karangan, pelrbuatan, dan selbagainya) untuk 

melngeltahui kolndisi yang selbelnarnya (selbab-musabab, duduk pelrkaranya, 

dan selbagainya)”.16  

2. Pelmelrintahan  

Pelmelrintah adalah alat kellelngkapan nelgara yang melmpunyai tugas 

melmimpin suatu olrganisasi nelgara untuk melncapai tujuan-tujuan. Melnurut 

M. Sollly Lubis melnjellaskan bahwa “pelmelrintahan melncakup pelnelgelrtian-

pelngelrtian telntang struktur kelkuasaan dalam suatu nelgara. Seldangkan 

pelmelrintah lelbih melnggambarakan pelralatan atau olrgan pelmelrintahan itu 

 
16Kbbi.Web.Id, Diakses Pada 06 November 2022, 22:55 WIB. 
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selndiri”.17 Pelmelrintah dalam arti luas yakni selgala belntuk kelgiatan atau 

aktivitas pelnyelnggaraan nelgara yang dilakukan ollelh olrang-o lrang nelgara 

yang melmiliki oltolritas atau kelwelnangan dalam melnjalankan kelkuasaan.  

Pelngelrtian pelmelrintahan ini melliputi kelgiatan atau aktivitas 

pelnyelnggaraan nelgara yang dilaksanakan ollelh badan elkselkutif, lelgislativel 

maupun judikatif. Seldangkan pelngelrtian pelmelrintah dalam arti selmpit yaitu 

aktivitas atau kelgiatan yang disellelnggarakan ollelh fungsi elkselkutif yang 

dilaksanakan ollelh Prelsideln ataupun melntelri sampai delngan livell birolkrasi 

yang paling relndah tingkatannya. Selhingga dapat dikatakan pelnyelnggaraan 

fungsi-fungsi adminstratuur atau belstuur inilah yang diselbut delngan 

pelmelrintah dalam arti selmpit.18 

3. Pelmelkaran Daelrah 

Pelmelkaran delarah melrupakan istilah yang scara elksplisit diartikan 

selbagai belrkelmbangnya suatu daelrah melnjadi lelbih luas. Seldangkan makna 

pelmelkaran daelrah, selbagimana lazim dipahami umum saat ini, adalah 

telrbaginnya daelrah oltolnolm (Prolvinsi/Kabupateln/Kolta) melnjadi belbelrapa 

daelrah olto lnolm baru.  Pelmelkaran daelrah selbelnarnya lelbih telpat diselbut 

“Pelmbellahan Daelrah” atau “Pelmbagian Daelrah” ataupun “Pelmisahan 

Wilayah”. Melmang keldelngaranya tidak elnak selmua istilah itu. Namun 

pelmaknaan selpelrti itu sudah ditelrima ollelh khalayak umum.  

 
17Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 71 
18Syamsir dan Iswandi, Op.Cit., hal. 19. 
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Pelmelkaran daelrah pada hakelkatnya adalah melmbelntuk satu wilayah 

melnjadi belbelrapa wilayah untuk melngatur dan melngurus kelpelntingannya 

selndiri.  Istilah pelmelkaran daelrah digunakan untuk melnjellaskan bahwa satu 

daelrah tellah telrbelntuk melnjadi daelrah oltolnolm yang mandiri. Rahmat Suaib 

melngelmukakan bahwa:  

“Istilah pelmelkaran daelrah tidak dapat dipisahkan delngan istilah 

oltolnolmi daelrah, karelna pada prinsipnya oltolnolmi daelrah adalah hak, 

welwelnang, dan kelwajiban daelrah oltolnolm untuk melngatur dan 

melngurus selndiri urusan pelmelrintahan dan kelpelntingan masyarakat 

seltelmpat selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan”.19 

 

Dalam keltelntuan pelrundang-undangan, khususnya Pasal 33 Ayat 1 

huruf a dan b Undang-Undang Nolmolr. 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintahan 

Daelrah di selbutkan bahwa pelmelkaran daelrah adalah pelmelcahan daelrah 

prolvinsi atau daelrah kabupateln/kolta untuk melnjadi dua atau lelbih daelrah 

baru, atau pelnggabungan bagian Daelrah dari Daelrah yang belrsanding dalam 

1 (satu) daelrah prolvinsi melnjadi satu daelrah baru. Jadi pada intinya 

pelmelkaran daelrah adalah melmbagi satu daelrah kel dalam belbelrapa daelrah 

yang belrsifat mandiri (oltolnolm).20 

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nol. 32 Tahun 2004 melnelntukan 

bahwa pelmbelntukan daelrah oltolnolm dapat belrupa pelnggabungan belbelrapa 

daelrah atau bagian daelrah yang belrsanding/pelmelkaran dari satu daelrah 

melnjadi dua daelrah atau lelbih. Seldangkan Pasal 1 Angka 7 Pelraturan 

Pelmelrintah Nol. 78 Tahun 2007 Telntang Tata Cara Pelmbelntukan, 

 
19Rahmat Suaib, “Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia”, Jurnal Government Of 

Archipelago, Vol 1, No. 1, 2020, hal. 37. 
20Ibid, hal. 38 
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Pelnghapusan, dan Pelnggabungan Daelrah (sellanjutnya diselbut PP Nol. 78 

Tahun 2007) melnelntukan bahwa pelmbelntukan daelrah adalah pelmbelrian 

status pada wilayah telrtelntu selbagai daelrah prolvinsi atau daelrah 

kabupateln/kolta.  

Undang-Undanng Nol. 23 Tahun 2014 pasal 34 Ayat (1) melnelntukan 

bahwa pelmbelntukan daelrah belrupa pelmelkaran daelrah dan pelnggabungan 

daelrah. Adapun pelmelkaran daelrah belrdasarkan pasal 33 Ayat (1) UU Nol. 23 

Tahun 2014 melnyatakan bahwa pelmelkaran daelrah adalah pelmelcahan daelrah 

prolvinsi atau daelrah kabupateln/kolta melnjadi dua atau lelbih daelrah baru atau 

pelnggabungan bagian daelrah dari daelrah yang belrsanding dalam satu daelrah 

prolvinsi melnjadi satu daelrah baru.  

Dikelmukakan ollelh Aziz Bauw bahwa “Selcara filo lsolfis tujuan 

pelmelkaran daelrah ada dua kelpelntingan, yaitu pelndelkatan pellayanan umum 

pelmelrintahan kelpada masyarakat, dan untuk pelningkatan kelseljahtelraan 

masyarakat seltelmpat, selrta melmpelrpelndelk relntang kelndali pelmelrintahan”.21 

F. Landasan Teori 

1. Telolri pelraturan pelrundang-undangan 

Bagir Manan melmbelrikan gambaran umum telntang pelngelrtian 

pelrundang-undangan selbagai belrikut:  

a. Pelraturan pelrundang-undangan melrupakan kelputusan telrtulis 

yang dikelluarkan peljabat atau lingkungan jabatan yang 

belrwelnang, belrisi aturan tingkah laku yang belrsifat melngikat 

umum. 

 
21Aziz Bauw, Op.Cit., hal.3. 
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b. Melrupakan aturan-aturan tingkah laku yang belrisi keltelntuan-

keltelntuan melngelnai hak, kelwajiban, fungsi, status, atau suatu 

tatanan. 

c. Pelraturan yang melmiliki ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-

umum, yakni tidak melngatur atau tidak ditujukan pada olbjelk, 

pelristiwa maupun geljala kolnkrelt telrtelntu.22 

  

Selhubungan delngan delfinisi telrselbut, Bagir Manan melnyatakan dalam 

buku So lny Maulana bahwa pelraturan pelrundang-undangan melmpunyai 

pelranan yang sangat belsar yang diselbabkan ollelh hal-hal belrikut :   

(1) Pelraturan pelrundang-undangan melrupakan kaidah hukum yang 

mudah dikelnal (diidelntifikasi), mudah dikeltelmukan kelmbali, dan 

mudah ditellusuri. 

(2) Pelraturan pelrundang-undangan melmbelrikan kelpastian hukum 

yang lelbih nyata karelna kaidah-kaidahnya mudah diidelntifikasi 

dan mudah dikeltelmukan kelmbali. 

(3) Struktur dan sitelmatika pelraturan pelrundang-undangan lelbih 

jellas selhingga melmungkinkan untuk dipelriksa kelmbali dan diuji 

belik selgi folrmal maupun matelri muatannya. 

(4) Pelmbelntukan dan pelngelmbanan pelraturan pelrundang-undangan 

dapat direlncanakan.23 

 

Belrdasarkan pelndapat Bagir Manan diatas, pelraturan dapat diartikan 

selbagai kaidah hukum yang mana melmbelrikan kelpastian selcara nyata kelpada 

selluruh warga nelgara, dimana selbellum telrbelntuknya suatu pelraturan 

pelrundang-undangan harus direlncanakan telrlelbih dahulu atau dapat juga 

diselbut rancangan suatu pelraturan pelrundang-undangan.  

Pelmbelntukan telolri pelraturan pelrundang-undangan melrupakan suatu 

hukum telrtulis dan tidak telrtulis, hukum telrtulis yang dibuat ollelh peljabat 

Nelgara yang belrwelnang yang telrdapat bukti tulisan selbagai belntuk adanya 

suatu aturan telrselbut. Dan hukum yang tidak telrtulis ialah yang telrdapat 

 
22Sony Maulana sikumbang, fitriani ahlan sjarif, m.yahdi salampessy, pengantar ilmu 

pengetahuan perundang-undangan, Jakarta: Rinneka Cipta. hal. 21 
23Ibid,  
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dalam kelhidupan masyarakat selpelrti aturan turun telmurun yang ada dalam 

lingkup masyarakat telrselbut atau hukum adat. Pelraturan ini harus melngikuti 

apa yang ada dalam masyarakat, dan kelcelndelrungan apa yang akan telrjadi di 

masa melndatang, melnganalisis selrta mellihat kelselmpatan untuk 

melminimalisir kelndala atau hambatan yang akan dihadapi keltika 

melnelgakkan suatu pelraturan pelrundang-undangan.  

2. Pelmelrintahan Daelrah 

Pelmelrintah daelrah melrupakan pelnyellelnggaraan urusan pelmelrintah 

ollelh pelmelrintah daelrah dan DPRD (Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah), 

melnurut asas oltolnolmi dan tugas pelmbantuan delngan prinsip o ltolnolmi yang 

selluas-luasnya dalam sistelm dan prinsip Nelgara Kelsatuan Relpublik 

Indolnelsia (Undang-Undang Nol. 32 Tahun 2004).  

Tujuan adanya lelmbaga-lelmbaga Nelgara atau alat kellelngkapan Nelgara 

adalah untuk melnjalankan fungsi nelgara dan melnjalankan fungsi 

pelmelrintahan selcara aktual. Lelmbaga-lelmbaga telrselbut harus dapat 

melmbelntuk satu kelsatuan prolsels yang satu sama lain saling belrhubungan 

dalam rangka pelnyellelnggaraan fungsi nelgara. “Dalam sistelm pelmelrintahan 

daelrah ada belbelrapa telolri yang melndasari telntang pelmbagian kelkuasaan 

diantaranya telolri pelmbagian kelkuasan selcara holrisolntal dan telolri pelmbagian 

kelkuasaan selcara velrtikal”.24 

 
24Riana Susmayanti, Hukum Pemerintahan Daerah, Modul 1, Universitas Brawijaya, 2012, 

hal. 5 
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UUD Nelgara Relpublik Indo lnelsia Tahun 1945 dalam pelnjellasan 

Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 telntang pelmelrintah Daelrah, pelmelrintah 

daelrah belrwelnang untuk melngatur dan melngurusi selndiri urusan 

pelmelrintahan melnurut tugas pelmbantuan. Pelmelrintah daelrah melliputi 

gubelrnur, bupati, walikolta dan pelrangkat daelrah selbagai pelnyellelnggara 

pelmelrintahan daelrah. Pelran pelmelrintah daelrah adalah selgala selsuatu yang 

dilakukan dalam belntuk pellaksanaan oltolnolmi daelrah selbagai suatu hak, 

welwelnang dan kelwajiban pelmelrintah daelrah untuk melngatur dan melngurus 

selndiri urusan pelmelrintah dan kelpelntingan masyarakat seltelmpat melnurut 

undang-undang.  

Sellanjutnya dikelmukakan ollelh Riana bahwa “Pelmelrintah daelrah lelbih 

difungsikan selbagai pellaksana telknis kelbijakan delselntralisasi. Kolnstellasi ini, 

tidak melnghelrankan bila kelbelradaan delselntralisasi lelbih dipahami 

pelmelrintah daelrah selbagai kelwajiban daripada selbagai hak”25. Prinsip-

prinsip yang telrkait pelmelrintah daelrah melrupakan tujuan selrta cita-cita yang 

telrkandung dalam undang-undang yang telrkait pelnyellelnggaraan oltolnolmi 

daelrah harus sellalu belrolrielntasi pada pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat 

delngan sellalu melmpelrhatikan kelpelntingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 

masyarakat. 

G. Orisinalitas Penelitian  

Olrisinalitas adalah pelnellitian-pelnellitian selbellumnya telntang tolpik 

telrtelntu yang dihubungkan delngan masalah yang akan ditelliti. 

 
25Ibid,  
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1. Pelnellitian ollelh Shellly Winda Puspita Sari, Univelrsitas Jambi, delngan 

judul “Analisis Pelmelkaran Daelrah Kabupateln Belrdasarkan Undang-

Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintahan Daelrah” 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 

➢ Pelrsamaan: sama-sama melngkaji telntang pelmelkaran suatu 

daelrah, melkanismel pelngaturan pelmelkaran dan kelbijakan 

pelmelrintah dalam melnangani pelrmasalahan yang telrjadi dalam 

prolsels pelmelkaran yang belrlandaskan kelpada pelraturan Undang-

Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintahan Daelrah.  

➢ Perbedaan: terletak pada obyek yang digunakan dalam penelitian 

ini mengkaji tentang bagaimana pemekaran dalam daerah 

kabupaten.  

2. Pelnellitian ollelh Galih Faishal, Univelrsitas Pasundan delngan judul 

“Implikasi Pelmelkaran Daelrah Telrhadap Pellayanan Publik Di 

Kabupateln Pangandaran Dihubungkan Delngan Undang-Undang 

Nolmolr 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintahan Daelrah”. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2016. 

➢ Pelrsamaan: dalam pelnellitian ini yaitu sama-sama melngkaji 

telntang tujuan dari suatu pelmelkaran dan hubungan pelmelrintah 

delngan masyarakat dalam prolsels pelmelkaran daelrah. Dalam 

pelnellitian ini pelmelkaran belrtujuan untuk melningkatkan 

pellayanan dan melmpelrcelpat pelmbangunan. Pelmelkaran daelrah 

juga diharapkan dapat melnciptakan kelmandirian daelrah selbagai 
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salah satu kunci dari kelbelrhasilan oltolnolmi daelrah. Tidak telrlelpas 

dari aspelk pollitik bahkan tidak seldikit warga masyarakat yang 

masih selring melrasa dipelrsulit keltika belrhubungan delngan 

birolkrasi. 

➢ Perbedaan: dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang 

pemekaran akan tetapi juga mengkaji tentang besarnya 

diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, dan 

rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 

3. Pelnellitian ollelh Sri Fatun Nadila, Univelrsitas Islam Nelgelri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jelmbelr, delngan judul “Pelmelkaran Daelrah Dan 

Keladilan Solsial Dalam Sistelm Keltatanelgaraan Di Indo lnelsia (Studi 

Undang-Undang Nolmolr 23 Tahun 2014)”. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2020.  

➢ Pelrsamaan dalam pelnellitian ini yaitu sama-sama melngkaji 

telntang kelbijakan melkanismel dan syarat pelngaturan pelmelkaran 

suatu daelrah. Selrta pelnellitian ini juga melngkaji terkait pemekaran 

dalam menjalankan otonomi daerah 

➢ Perbedaan: pelnellitian ini me lngkaji tentang pelayanan publik 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan 

sosial masyarakat, dan juga sebagai sarana pendidikan politik 

lokal. Akan teltapi dalam pe lnellitian ini me lmbahas pelmelkaran 

daelrah dalam pandangan se lcara umum. Penelitian ini juga 
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mengkaji tentang aspek perekonomian daerah, pembangunan, 

dan sumber daya manusia 

H. Metode Penelitian  

Melto ldel pelnellitian telrdiri dari dua kata yaitu meltoldel dan pelnellitian, 

yang mana meltoldel dapat diartikan selbagai salah satu cara untuk mellakukan 

suatu telknis delngan melnggunakan pikiran selcara selksama delngan melncapai 

tujuan. Seldangkan pelnellitian yaitu suatu upaya dalam bidang ilmu 

pelngeltahuan yang dijalankan untuk melmpelrollelh fakta-fakta selcara sistelmatis 

untuk melwujudkan kelbelnaran. Belrdasarkan pelnjellasan diatas, maka pelnulis 

pelrlu melnggunakan meltoldel yang dianggap paling baik untuk digunakan 

dalam pelnellitian ini yaitu:  

1. Tipel Pelnellitian  

Selsuai delngan pelrmasalahan yang pelnulis telliti, maka tipel 

pelnellitian ini dikatelgolrikan selbagai tipel pelnellitian Hukum Nolrmatif 

atau pelnellitian hukum kelpustakaan yang dilakukan delngan cara 

melngumpulkan data-data dan infolrmasi delngan bantuan belrbagai buku 

yang belrkaitan delngan masalah yang pelnulis telliti yang akan dibahas 

dalam pelnellitian ini. Pelnellitian hukum yuridis nolrmatif melrupakan 

pelnellitian hukum yang dilakukan delngan melnelliti data selkundelr atau 

delngan studi kelpustakaan. Pelnellitian hukum nolrmatif telrdiri atas: 

a. Pelnellitian telrhadap asas-asas hukum 

b. Pelnellitian telrhadap sistelmatika hukum 

c. Pelnellitian telrhadap taraf sinkrolnisasi hukum 
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d. Pelnellitian telrhadap pelrbandingan hukum 

e. Pelnellitian telrhadap seljarah hukum.26 

Pelnellitian ini dilakukan delngan melnggunakan melto ldel delskriptif 

analisis, yaitu delngan melnggambarkan dan melnganalisis selcara rinci 

dan melnyelluruh melngelnai pelmelkaran daelrah belrdasarkan Undang-

Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah.  

2. Pelndelkatan Pelnellitian 

Dalam pelrspelktif pelnellitian hukum, melmelcahkan suatu 

pelnellitian hukum mellalui pelnellitian hukum melmelrlukan pelndelkatan-

pelndelkatan telrtelntu selbagai dasar pijakan untuk melnyusun argumelntasi 

hukum yang telpat, lolgis, dan akurat. Pelnellitian hukum didalamnya 

telrdapat belbelrapa pelndelkatan, dan delngan pelndelkatan telrselbut, pelnelliti 

akan melndapatkan infolmasi dari belrbagai aspelk melngelnai isu yang 

seldang dicolba untuk dicari atau dipelcahkan pelrmasalahannya.  

Suatu pelndelkatan pelnting dalam melngarahkan pelnellitian, karelna 

bolbo lt ilmiah suatu kajian banyak telrgantung kelpada keltelpatan melmilih 

pelndelkatan. Pelndelkatan pelnellitian adalah relncana kolnselp dan prolseldur 

untuk pelnellitian yang melncakup langkah-langkah, mulai dari asumsi 

yang luas hingga meltoldel telrpelrinci dalam pelngumpulan data, analisis 

dan intelrpreltasi. Kelputusan kelselluruhan mellibatkan pelndelkatan mana 

yang harus digunakan untuk melmpellajari suatu tolpik. 

 
26Bahder Johan Nasution,  Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2008, hal. 86.  
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Meltoldel pelndelkatan pelnellitian yang digunakan yakni yuridis 

nolrmatif, artinya pelndelkatan akan dilakukan pada pelnjabaran aspelk-

aspelk nolrmatif yang digunakan dalam pelnellitian hukum adalah 

pelndelkatan:  

a. Pelndelkatan Undang-Undang (Statutel Approlach) 

b. Pelndelkatan Histolris (Histolrical Approlach) 

c. Pelndelkatan Kolnselptual (Colncelptual Approlach) 

d. Pelndelkatan Kolmparatif (Colmparativel Approlach) 

e. Pelndelkatan Kasus (Casel Approlach) 

f. Pelndelkatan Kelfilsafatan (Philolsolphical Approlach). 

Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan meltoldel pelndelkatan:  

1) Pelndelkatan Undang-Undang (Statutel Approlach) atau lelbih 

dikelnal selbagai pelndelkatan yuridis, yaitu pelnellitian telrhadap 

prolduk-prolduk hukum. Delngan melngacu kelpada Undang-

Undang Nol. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah dan 

pelraturan-pelraturan yang telrkait.  

2) Pelndelkatan Histolris (Histolrical Approlach) yaitu pelngkajian 

telrhadap pelngelmbangan prolduk-prolduk hukum belrdasarkan 

urutan-urutan pelrioldelsasi atau kelnyataan seljarah yang 

mellatarbellakanginya.27 

3) Pendekatan Kasus (Casel Approlach) dilakukan dengan cara 

melakukan kajian terhadap kasus pemekaran daerah yang 

 
27Ibid., hal. 92. 



 
 

25 
 

dilakukan dalam pemerintahan Indonesia. Dengan melihat kasus-

kasus yang telah terjadi akan membawa perbandingan dalam 

melakukan pemekaran daerah.  

3. Pelngumpulan bahan hukum 

Belrdasarkan pelndelkatan masalah yang digunakan dalam 

pelnellitian ini dan cara melndapatkan data atau jawaban yang telpat dalam 

melmbahas skripsi ini. Maka jelnis data yang digunakan dalam pelnellitian 

ini adalah data selkundelr yang dipelrollelh mellalui studi kelpustakaan, 

yang melliputi bahan-bahan hukum, yang telrdiri dari: bahan hukum 

primelr, bahan hukum selkundelr dan bahan hukum telrsielr. 

1. Bahan hukum primelr. Bahan hukum primelr melrupakan bahan 

hukum polkolk yang telrdiri dari pelraturan pelrundang-undangan, 

yaitu:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah  

3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang 

5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

6) PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan 

7) PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

2. Bahan hukum selkundelr. Bahan hukum selkundelr melrupakan 

bahan hukum tambahan yang melmbelrikan dukungan selpelrti 

buku-buku, jurnal, surat kabar dan lain selbagainya. 

3. Bahan hukum telrsielr, yang telrdiri dari kamus hukum maupun 

kamus Bahasa Indolnelsia. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum melrupakan prolsels melnyusun dan 

melrangkai data kel dalam katelgolri dan polla selrta satuan uraian dasar 

selhingga dapat ditelmukan telma dan dapat dirumuskan hipoltelsis kelrja. 

Analisis data telrbagi melnjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis 

kualitatif. Dalam pelnellitian ini pelnulis melnggunakan analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak melnggunakan angka 

mellainkan melmbelrikan gambaran-gambaran (delskripsi) delngan kata-
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kata atas telmuan-telmuan, dan lelbih melngutamakan mutu/kualitas dari 

data. 

I. Sistematika Penulisan 

Guna melngeltahui maksud dari isi prolpolsal ini selcara garis belsar dapat 

dilihat dari sistelmatikanya yang akan disusun dalam skripsi selbagai belrikut:  

BAB I  Dalam  bab  ini   diuraikan melngelnai  latar bellakang masalah, 

pelrumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kelrangka 

kolnselp  dan  telolritis,  meltoldel  pelnellitian  selrta   sistelmatika 

pelnulisan. Bab I ini melrupakan bab pelrmasalahan dan melrupakan 

landasan untuk bab belrikutnya.  

BAB II Bab ini melrupakan pelnjellasan melngelnai pelngelrtian pelngelrtian 

atau tinjauan umum telntang pelmelkaran wilayah prolvinsi dan 

daelrah oltolnolm. Bab ini melrupakan kelrangka telolri dari 

pelrmasalahan yang akan dibahas di bab sellanjutnya.  

BAB III  Bab ini melrupakan bab pelmbahasan yang melnjellaskan melngelnai 

prolseldur pelmelkaran daelrah prolvinsi belrdasarkan Undang-

Undang Nol. 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah.  

BAB IV Bab ini melrupakan bab pelnutup yang belrisikan kelsimpulan dari 

uraian bab pelmbahasan selrta belrisikan saran yang belrkaitan 

delngan pelrmasalahan yang dibahas selsuai delngan kelmampuan 

pelnulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menegaskan bahwa negara 

Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dan desa 

yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang 

bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian, dalam sistem 

pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah 

merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan.  

Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara 

lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan 

kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu 

negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah 

sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab 

terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.  

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan 

tertingi yang memerintah suatu negara. Pemerintah merupakan kemudi dalam 

bahasa latin asalnya Gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang 

memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan 

hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah 

wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda 

dengan pemerintahan28.  

 
28Pangerang Moenta Dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan 

Daerah, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2018, hal. 19 
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Dalam atri luas pengertian pemerintahan adalah semua mencakup 

aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat 

kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai 

tujuan negara. Segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada 

kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau 

penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. C.F Strong 

mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas yaitu “segala aktivitas badan-

badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam 

usaha mencapai tujuan negara”29.  

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan 

badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Semua 

aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk 

mencapai tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi 

struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari 

berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar 

tertentu untuk mencapai tujuan negara. 

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil 

Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan 

pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota 

 
29Hanafi Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, PT.Grasindo, 

Jakarta, 2005, hal. 100 
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Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sendiri adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah dan 

DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, 

atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

B. Pemekaran Daerah  

Kata pelmelkaran dalam Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI) 

melmiliki belbelrapa arti, yaitu: “prolsels, cara, pelrbuatan melnjadikan belrtambah 

belsar (luas, banyak, lelbar, dan selbagainya)30. Pelmelkaran daelrah 

adalah pelmelcahan prolvinsi atau kabupateln/kolta melnjadi dua daelrah atau 

lelbih. 

Istilah “Pelmelkaran daelrah” melrupakan istilah yang digunakan untuk 

melnyeldelrhanakan pelnyelbutan telrhadap pelmbelrian status baru atas daelrah 

yang melmisahkan diri dari induknya. Istilah pelmelkaran daelrah ini lazim 

 
30Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pemekaran,” Badan Pengembangan Dan 

Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), https://kbbi.web.id/mekar, diakses pada tanggal 11 Mei 2023 
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dipakai untuk melnggambarkan felnolmelna belrtambahnya daelrah oltolnolm baru 

di Indolnelsia.  

Pelnggunaan istilah pelmelkaran, melnurut Makagansa, selkeldar 

melmpelrhalus bahasa (elufelmismel), yaitu untuk melnyatakan prolsels 

“pelrpisahan” atau “pelrpelcahan” satu wilayah untuk melmbelntuk satu unit 

administrasi lolkal baru. Tapi karelna kata “pelrpisahan” dan “pelrpelcahan” 

melmiliki kolnoltasi makna yang nelgatif, maka prolsels itu lelbih disukai diselbut 

selbagai “pelmelkaran daelrah”. Istilah ini dimaknai selbagai prolsels pelrtambahan 

daelrah yang telrjadi selbagai dampak dari pelrtumbuhan.31 

Untuk melnjellaskan istilah pelmelkaran, lelbih telpat dan lazim sellama ini 

melnggunakan istilah pelmbelntukan daelrah oltolnolm atau pelmbelntukan DOlB. 

Pelmbelntukan daelrah melrupakan pelmbelrian status pada wilayah telrtelntu 

selbagai daelrah prolvinsi atau daelrah kabupateln/kolta baru yang melmiliki 

kelwelnangan melngatur dan melngurus urusan pelmelrintahan dan kelpelntingan 

masyarakat.  

Dalam belrbagai nelgara, pelmelkaran telrmasuk jelnis kelbijakan telrritolrial 

relfolrm, yaitu pelmelkaran atau pelmbelntukan daelrah (prollifelratio ln, crelatioln). 

Pelngalaman di belbelrapa nelgara melnunjukkan bahwa kelbijakan ini telrjadi 

pada nelgara-nelgara yang melngalami pelrubahan pollitik luar biasa akibat 

delkollolnisasi atau pelrubahan pollitik dari oltolritelr kelpada sistelm delmolkratis. 

Pelmelkaran daelrah ini lahir akibat keltidakpuasan sistelm pelmelrintahanyang 

 
31Syamsuddin Haris, 2019, “Desentralissi, Otonomi, Dan Pemekaran Daerah Di Indonesia”, 

Kencana, Jakarta, hal. 6 
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selntralistik. Delngan adanya pelmelkaran, diharapkan dapat melningkatkan daya 

saing diantara unit-unit pelmelrintahan daelrah32. Sellain itu, delngan pelmelkaran 

wilayah, melnimbulkan jurisdiksi yang lelbih kelcil, selhingga telrjadi 

pelningkatan delmolkrasi daelrah, pilihan-pilihan daelrah melnjadi lelbih 

telrsalurkan, dan relspolns aspirasi dipelrollelh melnjadi lelbih baik. 

Melnurut Tarigan melnyatakan bahwa daelrah mellakukan pelmelkaran 

wilayah didasari atas belrbagai alasan: 

1. Prelfelrelncel folr Holmolgelnelity (kelsamaan kellolmpolk) atau histolrical eltnic 

melmungkinkan ikatan solsial dalam satu eltnik yang sama pelrlu 

diwujudkan dalam satu daelrah yang sama pula. 

2. Fiscal Spolil (inselntif fiskal untuk melmelkarkan diri, dapat dari 

DAU/DAK), adanya jaminan dana transfelr, khususnya Dana Alolkasi 

Umum, dari pelmelrintah pusat kel pelmelrintah daelrah melnghasilkan 

kelyakinan bahwa daelrah telrselbut akan dibiayai. Pelmbiayaan telrselbut 

mellalui alolkasi untuk Pelgawai Nelgelri Sipil Daelrah maupun pelluang 

kelselmpatan kelrja mellalui pelningkatan jumlah staf pelmelrintah daelrah. 

3. Belaurolcratic and Pollitical relnt selelking (alasan pollitik, dan untuk 

melncari jabatan pelnting/molbilitas velrtikal). Alasan po llitik dimana 

delngan adanya wilayah baru akan melmunculkan wilayah kelkuasan 

pollitik baru selhingga aspirasi pollitik masyarakat jauh lelbih delkat. 

4. Administrativel Dispelrsioln, melngatasi relntang kelndali pelmelrintahan. 

Alasan ini selmakin kuat melngingat daelrah-daelrah pelmelkaran 

melrupakan daelrah yang cukup luas selmelntara pusat pelmelrintahan dan 

pellayanan masyarakat sulit dijangkau”.33 

  

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 melnelntukan 

bahwa pelmbelntukan daelrah belrupa pelmelkaran daelrah dan pelnggabungan 

daelrah. Belrkaitan delngan pelmelkaran daelrah, Pasal 33 Ayat (1) UU Nol. 23 

Tahun 2014 melnelntukan bahwa pelmelkaran daelrah adalah pelmelcahan daelrah 

prolvinsi atau daelrah kabupateln/kolta melnjadi dua atau lelbih daelrah baru atau 

 
32Murtir Jeddawi, 2009, “Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)”, Total, 

Yogyakarta, hal. 8 
33Kasman Abdullah, “Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance” 

Jurnal Meritokras, Universitas Hasanuddin, hal. 226  
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pelnggabungan bagian daelrah dari daelrah yang belrsanding dalam satu daelrah 

prolvinsi melnjadi satu daelrahbaru.  

Pelmelkaran wilayah melnjadi belbelrapa wilayah baru pada dasarnya 

melrupakan upaya untuk melningkatkan kualitas pellayanan dan kelseljahtelraan 

masyarakat. Dari selgi pelngelmbangan wilayah, caloln kabupateln baru yang 

dibelntuk dipelrlukan kelselimbangan antara basis sumbelrdaya antara satu 

delngan yang lainnya. Hal ini pelrlu diupayakan agar tidak telrjadi disparitas 

yang melncollolk di masa yang akan datang. Sellanjutnya, dalam usaha 

pelmbelntukan wilayah pelmelkaran pelrlu dibelntuk ruang publik baru yang 

melrupakan kelbutuhan kollelktif masyarakat di suatu wilayah pelmelkaran. 

Melnurut Khairul Fahmi Lubis: 

“Pada prinsipnya pelmelkaran wilayah belrtujuan untuk melningkatkan 

kelseljahtelraan masyarakat, delngan melningkatkan dan melmpelrcelpat 

pellayanan, delmolkrasi, pelrelko lnolmian daelrah, pelngellollaan poltelnsi 

daelrah, kelamanan dan keltelrtiban, hubungan yang selrasi antara pusat 

dan daelrah”.34  

 

Pada tujuan pelmelkaran wilayah selbagai upaya pelningkatan sumbelr 

daya belrkellanjutan, melningkatkan kelselrasian dan pelrkelmbangan antar 

selktolr, melmpelrkuat intelgrasi nasiolnal. Untuk melncapai tujuan itu selmua 

pelrlu adanya pelningkatkan kualitas sumbelr daya aparatur diselgala bidang 

karelna pelran sumbelr daya manusia diharapkan dapat melningkatkan kinelrja 

olrganisasi dalam melmbelrikan pellayanan prima kelpada masyarakat selrta 

melndukung dalam pelngelmbangan wilayah didaelrah.  

 
34Khairul Fahmi Lubis, “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Otonomi Daerah Dan Pemekaran Wilayah”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 01, No. 02, 

2013, hal. 51 
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Stratelgi pelngelmbangan sumbelr daya manusia yang dilakukan selcara 

kolnsisteln dan belrkelsinambungan mellalui prolsels akumulasi dan utilisasi 

moldal manusia tellah telrbukti melmiliki pelran stratelgis bagi upaya 

pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat luas35. Ini melnjellaskan pelntingnya 

pelnelrapan dan pelnelgakan stratelgi manajelmeln sumbelr daya manusia yang 

belrolrielntasi invelstasi sumbelr daya manusia pada lelvell olrganisasi selhingga 

mampu belrkolntribusi bagi pelningkatan daya saing bangsa selcara 

belrkelsinambungan.  

Pelmelkaran daelrah adalah suatu kolnselp yang belrkaitan delngan 

pelmbelntukan daelrah oltolnolm baru dari daelrah yang sudah ada. Kolnselp ini 

belrtujuan untuk melningkatkan pellayanan publik dan melmpelrcelpat 

pelmbangunan di daelrah telrselbut. Belrikut ini adalah tinjauan umum telntang 

kolnselp pelmelkaran daelrah: 

1. Kolnselp pelmelkaran daelrah di Indolnelsia 

Kolnselp pelmelkaran daelrah di Indolnelsia diatur dalam Undang-

Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah. Undang-

undang ini melmbelrikan kelwelnangan kelpada pelmelrintah daelrah untuk 

mellakukan pelmelkaran daelrah delngan pelrseltujuan DPRD dan 

masyarakat seltelmpat. Pelmelkaran daelrah dapat dilakukan untuk 

melningkatkan pellayanan publik, melmpelrcelpat pelmbangunan, dan 

melmpelrluas partisipasi masyarakat dalam pelngambilan kelputusan. 

2. Pandangan umum telrhadap kolnselp oltolnolmi daelrah 

 
35Ibid, hal. 55 
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Pandangan umum telrhadap kolnselp oltolnolmi daelrah di Indolnelsia 

masih belragam. Belbelrapa pandangan melnyatakan bahwa oltolnolmi 

daelrah adalah manifelstasi dari kelbelbasan daelrah untuk melneltapkan tata 

kello lla lolkal dan masyarakatnya selndiri. Namun, ada juga pandangan 

yang melnyatakan bahwa kolnselp oltolnolmi daelrah di Indo lnelsia hanya 

belrsifat simbollis dan seltelngah hati. 

3. Tujuan pelmelkaran daelrah 

Tujuan utama dari pelmelkaran daelrah adalah untuk melningkatkan 

pellayanan publik dan melmpelrcelpat pelmbangunan di daelrah telrselbut. 

Delngan adanya daelrah oltolnolm baru, pelmelrintah daelrah dapat lelbih 

folkus dalam melmbelrikan pellayanan publik yang lelbih baik dan 

melmpelrcelpat pelmbangunan di daelrah telrselbut. 

4. Prolsels pelmelkaran daelrah 

Prolsels pelmelkaran daelrah dimulai delngan usulan dari masyarakat 

seltelmpat kelpada pelmelrintah daelrah. Seltellah itu, pelmelrintah daelrah 

akan mellakukan kajian telrhadap usulan telrselbut dan melminta 

pelrseltujuan dari DPRD. Jika pelrseltujuan tellah dibelrikan, maka 

pelmelrintah daelrah akan melngajukan usulan pelmelkaran daelrah ke l 

pelmelrintah pusat untuk melndapatkan pelrseltujuan. 

5. Dampak pelmelkaran daelrah 

Pelmelkaran daelrah dapat melmiliki dampak polsitif dan nelgatif. 

Dampak polsitif dari pelmelkaran daelrah adalah melningkatkan pellayanan 

publik dan melmpelrcelpat pelmbangunan di daelrah telrselbut. Namun, 
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dampak nelgatif dari pelmelkaran daelrah adalah melningkatkan biaya 

olpelrasiolnal pelmelrintah daelrah dan melmpelrburuk kolndisi keluangan 

daelrah. 

6. Tinjauan telrhadap pelmelkaran daelrah 

Tinjauan telrhadap pelmelkaran daelrah dapat dilakukan dari 

belrbagai sudut pandang, selpelrti sudut pandang hukum, solsial, elkolnolmi, 

dan pollitik. Tinjauan ini belrtujuan untuk melngelvaluasi kelbelrhasilan 

pelmelkaran daelrah dan melnelntukan langkah-langkah yang pelrlu 

diambil untuk melningkatkan elfelktivitas dan elfisielnsi pelmelkaran daelrah 

di masa delpan36. 

C. Perkembangan Pemekaran Daerah Dalam Pemerintahan Negara 

Republik Indonesia 

Pelmelkaran daelrah adalah pelmbelntukan wilayah baru dari wilayah yang 

sudah ada. Pelmelkaran daelrah dilakukan agar pelmelrintah selmakin delkat 

delngan rakyatnya selhingga dapat melmpelrmudah pellaksanaan tugas-tugas 

selpelrti pellaksanaan fungsi pellayanan kelpada masyarakat. Pelmelkaran daelrah 

melrupakan hal yang tidak dapat dihindari telrbukti pada elra relfolrmasi saat ini 

belgitu banyak daelrah yang belrkelmbang telrutama dalam pelmbelntukan daelrah 

oltolnolm baru.  

Dalam pelrkelmbangan oltolnolmi daelrah di Indolnelsia, pelmelkaran daelrah 

adalah salah satu aspelk untuk melndo lrolng kelmajuan nelgara dan juga dalam 

 
36Herman Kombuno D, “Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum, hal. 6-7 



 
 

37 
 

hal ini sangat melmbantu pelmelrintah pusat di dalam melnjalankan rolda 

pelmelrintahan. Melskipun pelrsyaratan untuk melmbelntuk daelrah oltolnolm baru 

telrselbut dapat dipelnuhi, manfaat dan hasil yang dipelrollelh dari pelmelkaran 

telrselbut bellum telrwujud. Prol dan kolntra kelbijakan molratolrium pelmelkaran 

daelrah masih melnjadi isu yang telrus digulirkan hingga saat ini. Pelmelrintah 

masih bellum akan melncabut molrato lrium telrselbut. Kelbijakan molratolrium 

melrupakan imbas dari masifnya pelmelkaran daelrah yang telrjadi di elra 

relfolrmasi seljak dibelrlakukannya UU Nolmolr 22 Tahun 1999 telntang 

Pelmelrintahan Daelrah. 

Kelbijakan pelmelkaran daelrah tidak telrlelpas dari dinamika kelbijakan 

delselntralisasi dan oltolnolmi daelrah dalam seltiap elra pelmelrintahan. Dan 

kelbijakan pelmelkaran diseltiap elra pelmelrintahan tidak lelpas dari kolndisi solsial 

dan pollitik seltiap relzim dalam melnelrapkan sistelm pelmelrintahannya.37  

Selhari seltellah kelmelrdelkaan Indolnelsia diprolklamasikan pada 17 

Agustus 1945, Panitia Pelrsiapan Kelmelrdelkaan Indolnelsia (PPKI) tellah 

melneltapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang melncakup pasal telntang 

Pelmelrintahan Daelrah. Dalam kelwelnangan PPKI untuk melngatur dan 

melnyellelnggarakan kelpindahan pelmelrintahan kelpada Pelmelrintah Indolnelsia 

melngelluarkan pelraturan yang melnyatakan bahwa:  

(1) Untuk selmelntara waktu, daelrah Nelgara Relpublik Indolnelsia dibagi ke l 

dalam 8 prolvinsi yang masing-masing dikelpalai ollelh selolrang gubelrnur, 

dibantu ollelh KNID (kolmitel nasiolnal Indolnelsia/daelrah). Prolvinsi 

telrselbut adalah: Sumatra, Bo lrnelol (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa 

Telngah, Jawa Timur, Sulawelsi, Maluku, Dan Sunda Kelcil.  

 
37Herman Kombuno D, Ibid, hal. 9 
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(2) Prolvinsi dibagi melnjadi kelrelsidelnan-kelrelsidelnan, yang masing-masing 

dikelpalai ollelh selolrang relsideln, dibantu ollelh KNID. 

(3) Keldudukan kolta (gelmelelntel) ditelruskan38.  

 

Belrikut 8 prolvinsi yang dibelntuk selbagai hasil sidang PPKI, yaitu: 

1. Prolvinsi Sulawelsi, Ibukolta: Makassar/Manadol, Gubelrnur pelrtama: 

R.G.S.S.J. Ratulangi 

2. Prolvinsi Kalimantan, Ibukolta: Banjarmasin, Gubelrnur pelrtama: Ir. 

Pangelran Molhammad Nololr 

3. Prolvinsi Sumatelra, Ibukolta: Meldan/Bukittinggi, Gubelrnur pelrtama: 

Teluku Molhammad Hasan 

4. Prolvinsi Maluku, Ibukolta: Amboln, Gubelrnur pelrtama: Mr. J. 

Latuharhary 

5. Prolvinsi Sunda Kelcil, Ibukolta: Singaraja, Gubelrnur pelrtama: Mr. I 

Gusti Keltut Pudja 

6. Prolvinsi Jawa Telngah, Ibukolta: Selmarang, Gubelrnur pelrtama: R. Panji 

Suro lsol 

7. Prolvinsi Jawa Barat, Ibukolta: Bandung, Gubelrnur pelrtama: Sutardjo l 

Kartolhadikusumol 

8. Prolvinsi Jawa Timur, Ibukolta: Surabaya, Gubelrnur pelrtama: R. M. 

Suryol

39 

Pelneltapan PPKI atas pelmelrintahan daelrah pada awal kelmelrdelkaan ini 

belrtujuan untuk melngisi kelkolsolngan pelmelrintahan, yang ditinggalkan ollelh 

 
38Syamsuddin Haris, Op. Cit. hal 46 
39Ibid, hal. 48 
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pelmelrintahan pelndudukan jelpang40. Sellain itu, pelneltapan ini melrupakan 

upaya untuk mellelngkapi pelmelrintahan Relpublik Indolnelsia hingga kel daelrah-

daelrah. Delngan adanya pelmelrintahan daelrah akan melnunjukkan bahwa 

kelmelrdelkaan yang belrdaulat melnjadi nyata dan telrbukti adanya hingga ke l 

pellolsolk daelrah. 

Untuk melngatur jalannya pelmelrintahan daelrah pada masa awal 

kelmelrdelkaan, undang-undang yang pelrtama melngatur telntang hubungan 

pelmelrintahan pusat dan daelrah yang diatur dalam Undang-Undang Nol. 1 

tahun 1945 telntang Pelraturan Melngelnai Keldudukan Kolmitel Nasiolnal 

Daelrah. Delngan belrkelmbangnya wilayah Indolnelsia yang selsuai delngan 

kelbutuhan selrta kelpelntingan pelmbangunan pada belrbagai bidang melmbuat 

jumlah pro lvinsi di Indolnelsia belrtambah atau dilakukannya pelmelkaran. 

Tahun 1950, Prolvinsi Sumatelra dibagi melnjadi tiga pro lvinsi, antara 

lain: Sumatelra Utara, Sumatelra Telngah, dan Sumatelra Sellatan. Seldangkan 

Prolvinsi Jawa Telngah, melnjadi dua, yakni Jawa Telngah dan Pro lvinsi daelrah 

Istimelwa Yolgyakarta (DIY).41 

Pada tahun yang sama jumlah prolvinsi melnjadi 11. Di tahun 1956, 

jumlahnya kelmbali belrtambah melnjadi 15 prolvinsi seltellah adanya pelmelkaran 

wilayah. Pelmelkaran kelmbali telrjadi di Prolvinsi Sumatelra yang melnjadi dua, 

yaitu: Daelrah Istimelwa Acelh dan Sumatelra Utara. Seltellahnya Prolvinsi Jawa 

Barat melnjadi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kelmudian Prolvinsi Kalimantan 

 
40Ibid 
41Syamsuddin Haris, Ibid, hal. 50 
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belrkelmbang melnjadi tiga prolvinsi, yakni Kalimantan Sellatan, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Timur.  

Sellanjutnya pada tahun 1957, jumlah prolvinsi di Indolnelsia melnjadi 17. 

Prolvinsi Sumatelra Telngah belrubah melnjadi Prolvinsi Sumatelra Barat, Riau, 

dan Jambi. Seltellah itu, Prolvinsi Kalimantan Sellatan dibagi melnjadi 

Kalimantan Telngah dan Kalimantan Sellatan.42  

Satu tahun seltellahnya, jumlah prolvinsi kelmbali belrtambah dan melnjadi 

19 prolvinsi. Prolvinsi yang dikelmbangkan adalah Prolvinsi Sunda Kelcil 

melnjadi Bali, Nusa Telnggara Barat, dan Nusa Telnggara Timur. Sellanjutnya 

Prolvinsi Riau dan Jambi. 

Tahun 1959, Prolvinsi Sumatelra Sellatan dipelcah melnjadi Prolvinsi 

Sumatelra Sellatan dan Lampung. Belrdasarkan hasil Pelrundingan Linggarjati 

Pada 1960, Prolvinsi Sulawelsi dibagi melnjadi Prolvinsi Sulawelsi Utara dan 

Telngah Pada 1967, Prolvinsi Sumatelra Sellatan dimelkarkan melnjadi Prolvinsi 

Belngkulu dan Sumatelra Sellatan.43  

Di tahun 1969, Irian Barat relsmi melnjadi prolvinsi kel-26 Indolnelsia 

seltellah dilakukan Pelnelntuan Pelndapat Rakyat (Pelpelra). Pada 1976, Timolr 

Timur belrgabung dan melnjadi prolvinsi kel-27 Indolnelsia. Namun pada 1999, 

prolvinsi ini melmisahkan diri dari Indolnelsia. Hingga tahun 1999, Prolvinsi 

Maluku dipelcah melnjadi Prolvinsi Maluku dan Maluku Utara. Prolvinsi Irian 

Jaya dibagi melnjadi Prolvinsi Papua Barat, Papua Telngah, dan Papua Timur. 

 
42Ibid, hal. 51 
43Syamsuddin Haris, Ibid, hal. 54 
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Pelmelkaran telrselbut selmpat telrhelnti dikarelnakan belbelrapa masalah dan 

harus disellelsaikan. Prolvinsi Sumatelra Sellatan, pada 2000 silam lalu 

dikelmbangkan melnjadi Prolvinsi Sumatelra Sellatan dan Bangka Bellitung. 

Prolvinsi Jawa Barat belrkelmbang melnjadi Prolvinsi Banteln dan Jawa 

Barat. Selmelntara itu Sulawelsi Utara dimelkarkan melnjadi Prolvinsi Sulawelsi 

Utara dan Golrolntalol. Tahun 2013 seliring delngan dilantiknya Gubelrnur 

Kalimantan Utara yaitu Dr. H. Iriantol Lambriel, melnjadikan Prolvinsi 

Kalimantan Utara selbagai prolvinsi telrbaru. Selhingga Indolnelsia relsmi telrdiri 

dari 34 pro lvinsi.44 

Kelmudian seljak Juni 2022, selsuai UU Nol. 14, 15, dan 16 Tahun 2022, 

Papua Sellatan, Papua Telngah, dan Papua Pelgunungan relsmi melnjadi prolvinsi 

baru. Kini, Indolnelsia relsmi melmiliki 38 prolvinsi. DPR tellah melngelsahkan 

Rancangan Undang-Undang atau RUU telntang Pelmbelntukan Prolvinsi Papua 

Barat Daya melnjadi Undang-Undang atau UU. 

Pelngelsahan RUU Papua Barat Daya melnjadi UU dilakukan dalam rapat 

paripurna DPR RI pada 17 Nolvelmbelr 2022. Papua Barat Daya melnjadi 

prolvinsi kelelmpat daelrah oltolnolmi baru atau DOlB Papua. Saat ini, di Papua 

sudah ada elnam prolvinsi, yaitu Prolvinsi Papua, Prolvinsi Papua Barat, 

Prolvinsi Papua Telngah, Prolvinsi Papua Sellatan, Prolvinsi Papua Pelgunungan, 

dan Prolvinsi Papua Barat Daya.45 

Belrikut jumlah prolvinsi di Indo lnelsia: 

 
44Ibid, hal. 58 
45Ibid, hal. 60 
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Provinsi di Pulau Sumatra 

1. Nanggrolel Acelh Darussalam: Banda Acelh 

2. Sumatelra Utara: Meldan 

3. Sumatelra Sellatan: Palelmbang 

4. Sumatelra Barat: Padang 

5. Belngkulu: Belngkulu 

6. Riau: Pelkanbaru 

7. Kelpulauan Riau: Tanjung Pinang 

8. Jambi: Jambi 

9. Lampung: Bandar Lampung 

10. Bangka Bellitung: Pangkal Pinang 

Provinsi di Pulau Kalimantan 

1. Kalimantan Barat: Polntianak 

2. Kalimantan Timur: Samarinda 

3. Kalimantan Sellatan: Banjarmasin 

4. Kalimantan Telngah: Palangkaraya 

5. Kalimantan Utara: Tanjung Sellolr 

Provinsi di Pulau Jawa 

1. Banteln: Selrang 

2. DKI Jakarta: Jakarta 

3. Jawa Barat: Bandung 

4. Jawa Telngah: Selmarang 

5. DI Yolgyakarta: Yolgyakarta 
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6. Jawa Timur: Surabaya 

Provinsi di Pulau Nusa Tenggara dan Bali  

1. Bali: Delnpasar  

2. Nusa Telnggara Timur: Kupang  

3. Nusa Telnggara Barat: Mataram.  

Provinsi di Pulau Sulawesi  

1. Golrolntalol: Golrolntalol  

2. Sulawelsi Barat: Mamuju  

3. Sulawelsi Telngah: Palu  

4. Sulawelsi Utara: Manadol  

5. Sulawelsi Telnggara: Kelndari  

6. Sulawelsi Sellatan : Makassar 

Provinsi di Pulau Maluku  

1. Maluku Utara: Solfifi  

2. Maluku: Amboln 

Provinsi di Pulau Papua  

1. Papua Barat: Manolkwari  

2. Papua: Jayapura  

3. Papua Sellatan: Melraukel  

4. Papua Telngah: Nabirel  

5. Papua Pelgunungan: Jayawijaya  

6. Papua Barat Daya: Solrolng 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Pemekaran Daerah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pelmelkaran daelrah prolvinsi adalah prolsels pelmbelntukan prolvinsi baru 

dari wilayah prolvinsi yang sudah ada. Pelngaturan pelmelkaran daelrah prolvinsi 

dilakukan belrdasarkan prinsip oltolnolmi daelrah dan pelngaturan sumbelr daya 

nasiolnal yang melmbelrikan kelselmpatan bagi pelningkatan delmolkrasi dan 

kinelrja daelrah untuk melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat.  

Pelmelkaran daelrah dapat dilakukan mellalui dua melkanismel, yaitu 

mellalui melkanismel pelngajuan pelmelrintah dan mellalui melkanismel pelngajuan 

ollelh DPR. Prolsels pelmelkaran daelrah pada akhirnya sangat belrpoltelnsi untuk 

melnimbulkan kolnflik antara daelrah induk delngan daelrah oltolno lm baru yang 

telraktualisasikan dalam kolnflik antar ellit pollitik lolkal. Kolnflik batas wilayah 

pelrairan pada daelrah pelmelkaran juga dapat telrjadi dan melngancam kelamanan 

nasiolnal46. Melnurut Rita Hellbra Tanrini:  

“Pelmelkaran daelrah juga melmbawa kolnselkuelnsi pada pelnyellelnggaraan 

pellayanan publik di daelrah yang dimelkarkan telrselbut. Pellayanan publik 

melnjadi pelnting untuk disolrolt melngingat tujuan pelmelkaran daelrah 

salah satunya adalah untuk selmakin melningkatkan elfelktifitas 

pellayanan publik di daelrah, telrutama dalam selktolr fundamelntal, selpelrti 

kelselhatan”.47 

Pelngaturan pelmelkaran daelrah prolvinsi dilakukan belrdasarkan prinsip 

oltolnolmi daelrah dan pelngaturan sumbelr daya nasiolnal yang melmbelrikan 

 
46Rita Helbra Tanrini, “Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euphoria Demokrasi? 

Mengapa Harus Mekar” Kencana, Jakarta. hal. 4  
47Ibid, hal. 6 
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kelselmpatan bagi pelningkatan delmolkrasi dan kinelrja daelrah untuk 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat. Pelmelkaran daelrah dapat dilakukan 

mellalui melkanismel pelngajuan pelmelrintah atau inisiatif pelmelrintah, dan 

mellalui melkanismel pelngajuan ollelh DPR atau inisiatif. Namun, pelmelkaran 

daelrah juga dapat melnimbulkan kolnflik antara daelrah induk delngan daelrah 

oltolnolm baru yang telraktualisasikan dalam kolnflik antar ellit pollitik lolkal. 

Pelmelkaran daelrah juga melmbawa kolnselkuelnsi pada pelnyellelnggaraan 

pellayanan publik di daelrah yang dimelkarkan telrselbut48. 

Delngan diteltapkan satu daelrah pelrsiapan delngan pelraturan pelmelrintah, 

maka sellama masa pelrsiapan melnjalani tahapan daelrah pelrsiapan, Undang-

Undang  Nolmolr  23  Tahun 2014 melnelntukan bahwa pelmelrintah pusat wajib 

mellakukan pelngawasan, pelmbinaan dan hasil elvaluasi telrselbut kelpada DPR 

RI. Belrkiatan delngan   lelmbaga   nelgara   di   atas,   Undang- Undang  Nolmolr  

23  Tahun  2014  juga melnelntukan  wajib  mellakukan  pelngawasan pada 

daelrah pelrsiapan yang tellah telrbelntuk. 

Pelmbelntukan daelrah oltolnolm tidak dapat dipelnuhi hanya delngan 

pelngajuan belbelrapa olrang saja atau atas pelrseltujuan langsung olrang yang 

belrpelngaruh. Pelmbelntukan daelrah oltolnolm haruslah melmelnuhi selmua 

pelrsyaratan yang ditelntukan. Pelrsyaratan ini dibuat agar daelrah o ltolnolm yang 

 
48Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, “Tinjauan Yuridis Tentang 

Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah”, Jurnal Lex Administratum, Vol VIII, No. 4, 2020, hal. 19. 
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baru belnar-belnar dibelntuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa melmbangun 

daelrah lelbih maju.49 Syarat pelmbelntukan daelrah oltolnolm yaitu:  

Syarat Administratif Pembentukan Daerah 

Suatu daelrah dapat diajukan selbagai colntolh daelrah o ltolnolm jika 

melmelnuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah 

keltatanelgaraan, yang belrupa surat-surat dan pelrseltujuan selmua instansi 

telrkait50.  Adapun syarat adminitratif pelmbelntukan daelrah prolvinsi yaitu 

harus ada pelrseltujuan dari DPRD kabupateln atau kolta dan Bupati atau 

Walikolta yang wilayahnya direlncanakan melnjadi wilayah prolvinsi yang akan 

dibelntuk. Sellain itu, pelngajuan pelmbelntukan daelrah oltolnolm harus melndapat 

pelrseltujuan dari DPRD prolvinsi induk atau asal dan gubelrnurnya. Telrakhir 

adalah adanya relkolmelndasi dari Melntelri Dalam Nelgelri. 

Syarat Teknik Pembentukan Daerah 

Selbuah wilayah baru atau selbuah daelrah oltolnolm yang baru dibelntuk 

telntu saja tidak sellamanya belrgantung pada dana hibah. Selbuah daelrah 

oltolnolm haruslah melmpunyai kelmampuan selndiri dalam melngellolla 

pelmelrintahannya. Ollelh karelna itu, syarat telknis melnjadi syarat pelmbelntukan 

daelrah oltolnolmi. Agar kellak daelrah yang baru dapat melmbangun dan 

melnseljahtelrahkan masyarakatnya. Yang telrmasuk syarat telknis yaitu:  

 
49Herman Kombuno D, Loc. Cit.  
50Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, Loc. Cit. 
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1. Kelmampuan Elkolnolmi. Kelmampuan elkolno lmi adalah 

kelmungkinan pelndapatan daelrah yang baru dibelntuk. Selbellum 

dibelntuk, maka tim pelnilai akan mellihat kelmungkinan 

pelndapatan daelrah noln migas dan kolntribusinya bagi wilayah 

baru dan pelrtumbuhan elkolnolmi masyarakatnya. 

2. Poltelnsi Daelrah. Poltelnsi Daelrah adalah cakupan kelmungkinan 

daelrah baru belrdasarkan hal telrselbut. Poltelnsi belrbelda delngan 

kelmampuan elkolnolmi. Kelmampuan elkolnolmi adalah selsuatu   

yang   nyata sudah ada. Selmelntara poltelnsi, suatu yang masih bisa 

dikelmbangkan. 

3. Solsial Budaya. Syarat fisik solsial budaya yang dapat dilihat 

adalah jumlah balai pelrtelmuan, sarana ollahraga, dan sarana 

kelpribadian pelr 10.000 pelnduduk. 

4. Solsial Pollitik. Solsial pollitik juga melndapat telmpat selbagai syarat 

pelmbelntukan daelrah oltolnolm. Syarat yang dilihat adalah jumlah 

olrganisasi kelmasyarakatan yang ada di caloln wilayah baru dan 

pelrselntasel kelikutselrtaan pelnduduk pada sistelm pelmilihan umum 

di Indolnelsia yang pelrnah disellelnggarakan. 

5. Kelpelndudukan. Syarat telknis yang dinilai melngelnai 

kelpelndudukan adalah jumlah pelnduduk dan kelpadatan pelnduduk 

yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan kelmampuan daelrah 

melnangani masyarakatnya. 
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6. Luas daelrah. Luas daelrah caloln wilayah baru yang akan dilihat 

adalah luas wilayah daelrah selcara kelselluruhan dan luas wilayah 

daelrah yang elfelktif digunakan. Jika luas wilayah yang bellum 

elfelktif bellum digunakan masih lelbih belsar maka akan dilihat 

poltelnsinya melnguntungkan atau tidak. Pelrlu atau tidak 

pelmelkaran wilayah dilakuakan. Karelna oltolmatis cakupan 

masyarakat dalam wilayah baru akan seldikit atau kelcil. 

7. Pelrtahanan. Pelrtahanan juga melnjadi aspelk yang dipandang 

dalam syarat telknis dipelrtimbangkan pula selmua hal yang 

belrkaitan delngan karaktelristik pelrtahanan daelrah, misalnya 

elkolnolmi dan batas wilayah.  

8. Kelamanan. Bidang kelamanan yang dilihat selbagai syarat telknis 

adalah jumlah pelrsolnell aparat (kelpollisian) dibandingkan jumlah 

pelnduduk dan luas wilayah. 

9. Tingkat Kelseljahtelraan Masyarakat. Tingkat kelseljahtelraan 

manusia dipelrtimbangkan delngan mellihat indelks pelmbangunan 

manusia. Selmakin tinggi indelks, yang dipelngaruhi ollelh 

pelndidikan dan elkolnolmi, dan kelselhatan, maka kelseljahtelraan      

masyarakat didaelrah telrselbut selmakin baik. 

10. Kelmampuan keluangan. Kelmampuan keluangan hampir sama 

delngan kelmampuan elkolnolmi. Namun, dalam kelmampuan 

keluangan belnar-belnar dilihat lapolran nyata pelndapatan daelrah 
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caloln wilayah baru dan pelrbandingannya delngan pelndapatan 

daelrah noln-migas yang dimilikinya. 

11. Relntang kelndali. Yang dimaksud syarat telknis relntang kelndali 

adalah jarak rata-rata dan waktu telmpuh dari kelcamatan-

kelcamatan yang ada kel pusat kabupateln atau ko lta dan dari 

kabupateln atau kolta yang ada kel ibu kolta prolvinsi.51 

Syarat Fisik Pembentukan Daerah  

Syarat fisik pelmbelntukan daelrah oltolnolm belrhubungan delngan luas dan 

cakupan wilayah telrselbut. Jika yang dibelntuk adalah prolvinsi, maka minimal 

adalah lima kabupateln/kolta yang belrada dibawahnya. Seldangkan kabupateln, 

maka minimal adalah tujuh kelcamatan yang belrada di wilayahnya. Selmelntara 

untuk wilayah kolta minimal elmpat kelcamatan yang belrada di bawahnya. 

Sellain itu, syarat fisik akan belrhubungan delngan lolkasi ibukolta, sarana dan 

prasarana yang ada dan lain-lain yang juga sudah dipelrtimbangkan dalam 

syarat telknis52. 

Pelranan hukum yang telgas dan kolnsisteln sangat dipelrlukan seliring 

delngan munculnya tuntutan pelmelkaran daelrah oltolnolm yang celndelrung 

subje lktivitas dan irasiolnal53. Delngan belrlakunya Undang-Undang Nol. 23 

Tahun 2014 Telntang Pelmelrintahan Daelrah selbagai pelngganti Undang-

 
51Tri Ratnawati, 2009, “Pemekaran Daerah”, Pustaka Belajar, Jakarta, hal. 33 
52Hanif Nurcholis Dan Ace Sriati Rachman, “Kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran 

Daerah Kasus Kota Depok. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah”. Jurnal Labane, Vol 

IV, No. 4. hal 259 
53Tri Ratnawati, Ibid, hal. 91 
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Undang Nol. 32 Tahun 2004, syarat dan melkanismel untuk pe lmbelntukan  

daelrah  olto lnolm  yang baru  melnjadi  lelbih telrpelrinci dan lelbih keltat.  Dalam 

Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 syarat pelmbelntukan daelrah belrubah 

melnjadi syarat pelmbelntukan daelrah pelrsiapan, yang diatur dalam pasal 33 

ayat (3) yang kini melmbagi pelrsyaratan pelmbelntukan daelrah pe lrsiapan 

melnjadi pelrsyaratan dasar dan pelrsyaratan administratif. 

Undang-Undang Nol. 23 Tahun 2014 melnelntukan bahwa dalam 

pellaksanaan delselntralisasi dilakukan pelnataan daelrah. Pasal 31 Ayat (3) UU 

Nol. 23 Tahun 2014 melnelntukan bahwa pelnataan daelrah telrdiri atas 

pelmbelntukan daelrah dan pelnyelsuaian daelrah. Adapun tujuan dilakukannya 

pelnataan daelrah adalah melwujudkan elfelktifitas pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan daelrah, melmpelrcelpat pelningkatan kelseljahtelraan masyarakat, 

melmpelrcelpat pelningkatan pellayanan publik, melningkatkan kualitas tata 

kellollah pelmelrintahan, melningkatkan daya saing daelrah dan daya saing 

nasiolnal, dan melmellihara kelunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya 

daelrah.54 

Pasal 32 UU Nol.  23 Tahun 2014 melnelntukan bahwa pelmbelntukan 

daelrah belrupa pelmelkaran daelrah dan pelnggabungan daelrah. Belrdasarkan 

keltelntuan pasal telrselbut, maka dapat dikeltahui bahwa pelmbelntukan daelrah 

dapat dilakukan delngan pelmbelntukan daelrah mellalui pelmelkaran daelrah, dan 

pelmbelntukan daelrah mellalui pelnggabungan daelrah. 

 
54Ibid, hal. 105 
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Belrkaitan delngan pelmelkaran daelrah, Pasal 33 Ayat (1) UU Nol. 23 

Tahun 2014 melnelntukan bahwa pelmelkaran daelrah belrupa pelmelcahan 

daelrah pro lvinsi atau daelrah kabupateln/kolta untuk melnjadi dua daelrah atau 

lelbih daelrah baru atau pelnggabungan bagian daelrah dari daelrah yang  

belrsanding dalam satu daelrah prolvinsi melnjadi satu daelrah. Adapun untuk 

melmelkarkan satu daelrah prolvinsi maupun kabupateln/kolta UU Nol. 23  Tahun 

2014 melnelntukan bahwa daelrah yang akan dimelkarkan harus mellalui 

tahapan daelrah pelrsiapan sellama 3 (tiga) tahun, delngan tujuan agar nantinya 

daelrah baru yang akan dimelkarkan keltika melnjadi satu daelrah baru belnar-

belnar siap dalam melngurus dan melngatur kelpelntingan daelrahnya dan tidak 

melmbelbani daelrah induknya. 

Selcara umum, pelmbelntukan daelrah pelrsiapan selbagaimana yang 

dimaksud  dalam Pasal 33  Ayat  (1) UU Nol. 23 tahun 2014, harus melmelnuhi 

2 (dua) pelrsyaratan, yaitu pelrsyaratan pelrtama, pelrsayaratan dasar yang 

dimana pelrsyaratan dasar telrbagi atas pelrsyaratan dasar kelwilayahan yang 

melliputi:  

1. Luas Wilayah Minimal 

Luas wilayah minimal ditelntukan belrdasarkan pelngellolmpolkan 

pulau atau kelpulauan yang telrdiri dari luas rata-rata wilayah pada 

daelrah prolvinsi dalam satu kellolmpolk pulau atau kelpulauan telrtelntu 

ditambah delngan luas wilayah Daelrah prolvinsi telrkelcil yang ada dalam 

1 (satu) kellolmpolk pulau atau kelpulauan telrselbut, kelmudian dibagi 2 

(dua). 
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2. Jumlah Pelnduduk Minimal 

Jumlah pelnduduk minimal yang harus dimiliki o llelh Daelrah 

Pelrsiapan tidak bollelh melngakibatkan tidak telrpelnuhinya syarat 

minimal jumlah pelnduduk Daelrah induk. Jumlah pelnduduk minimal 

ditelntukan belrdasarkan pelngellolmpolkan pulau atau kelpulauan yaitu 

jumlah rata-rata pelnduduk pada Daelrah prolvinsi, dalam satu kellolmpolk 

pulau atau kelpulauan telrtelntu ditambah delngan jumlah pelnduduk 

Daelrah prolvinsi yang paling seldikit yang ada dalam 1 (satu) kellolmpo lk 

pulau atau kelpulauan telrselbut, kelmudian dibagi 2 (dua). 

Luas wilayah minimal dan jumlah pelnduduk minimal 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b 

ditelntukan belrdasarkan pelngellolmpolkan pulau atau kelpulauan yang 

diatur dalam pelraturan pelmelrintah. 

3. Batas Wilayah 

Batas wilayah selbagaimana dimaksud dibuktikan delngan titik 

kololrdinat pada pelta dasar yang ditelrbitkan ollelh lelmbaga yang 

belrwelnang selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan.  

4. Cakupan Wilayah 

Cakupan wilayah pelmbelntukan Daelrah prolvinsi yaitu paling 

seldikit 5 (lima) daelrah kabupateln/kolta. Untuk Daelrah Pelrsiapan yang 

wilayahnya telrdiri atas pulau-pulau melmuat cakupan wilayah delngan 

rincian nama pulau yang belrada dalam wilayahnya.  

5. Batas Usia Minimal Daelrah  
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Batas usia minimal daelrah prolvinsi yaitu 10 tahun telrhitung seljak 

pelmbelntukannya delngan undang-undang.  

Selbagai colntolh pelrsyaratan dasar pelmelkaran prolvinsi Kapuas raya, 

Kalimantan Barat. Yang tellah melngusulkan pelmelkaran prolvinsi Kapuas 

Raya pada tahun 2012 hingga saat ini bellum melndapatkan kelpastian. 

Dikeltahui bahwa Caloln Prolvinsi Kapuas Raya sudah melmelnuhi belbelrapa 

pelrsyaratan telrselbut melliputi luas wilayah 81.990,04 km2, jumlah pelnduduk 

1.575.716 jiwa dan sudah melncakup 5 (lima) kabupateln delngan batas usia  

daelrah sudah  lelbih dari 10 tahun55. Pelmelkaran Prolvinsi Kapuas Raya 

telrbelntuk delngan harus melmelnuhi kelteltapan adanya batas wilayah antar 

Prolvinsi Kapuas Raya dan Prolvinsi Kalimantan Barat yang telrsisa hanya 2 

(dua) selgmeln yang bellum dilakukan pelngusulan untuk batas wilayah, 

seldangkan batas antar kabupateln masih melnunggu 1 (satu) selgmeln yang 

seldang pro lsels di Pelmelrinahan Prolvinsi induk. 

Sellain pelrsyaratan dasar yang harus dipelnuhi pelmelkaran Prolvinsi 

Kapuas Raya juga sudah melmelnuhi pelrsyaratan administratif selbagaimana 

dimaksud dalam pasal 33 ayat (3). Pelrsyaratan sellanjutnya belrdasarkan pasal 

55 dan pasal 56 juga melnelgaskan adanya Pelraturan Pelmelrintah telntang 

Pelnataan Daelrah selrta Delsain Belsar Pelnataan Daelrah yang diteltapkan 

delngan Pelraturan Pelmelrintah. Dalam hal ini caloln prolvinsi Kapuas raya 

telrdapat keltidakselsuaian dalam tata ruang. Pelmelkaran Prolvinsi Kapuas Raya 

 
55Bella Septiani, “Faktor-Faktor Yang Menghambat Terbentuknya Pemekaran Provinsi 

Kapuas Raya Sebagai Provinsi Baru Di Kalimantan Barat”, Aspirasi Jurnal, hal. 10 
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akan dimelkarakan seltellah adanya Pelraturan Pelmelrintah telntang Pelnataan 

Daelrah selrta Delsain Belsar Pelnataan Daelrah.56 

Pelrsayaratan dasar keldua yang harus dipelnuhi adalah pelrsyaratan 

kapasitas daelrah yaitu kelmampuan daelrah untuk belrkelmbang dalam 

melwujudkan kelseljahtelraan masyarakat yang melliputi:  

Pasal 36: 

1) Gelo lgrafi, 

2) De lmo lgrafi, 
3) Kelamanan, 
4) So lsial po llitik, adat istiadat, dan tradisi, 
5) Poltelnsi elko lno lmi, 
6) Keluangan daelrah, 
7) Ke lmampuan pelnye lle lnggaran pe lmelrintahan. 

 

Selbagaimana dimaksud diatas, yaitu melliputi: 

1) Gelolgrafi. 

a. Lolkasi Ibu Kolta; 

b. Hidrolgrafi; dan 

c. Kelrawanan belncana. 

2) Delmolgrafi.  

a. Kualitas sumbelr daya manusia; dan  

b. Distribusi pelnduduk. 
3) Kelamanan. 

a. Tindakan kriminal umum; dan 

b. Kolnflik solsial. 

4) Solsial Pollitik, adat, dan tradisi. 

a. Partisipasi  masyarakat  dalam pelmilihan umum; 

b. Kolhelsivitas solsial; dan 

c. Olrganisasi kelmasyarakatan. 

5) Poltelnsi Elkolnolmi. 

a. Pelrtumbuhan Elkolno lmi; 

b. Poltelnsi unggulan daelrah. 

6) Keluangan Daelrah. 

a. Kapasitas pelndapatan asli Daelrah Induk; 

b. Poltelnsi  pelndapatan asli caloln Daelrah Pelrsiapan; dan 

c. Pelngellollaan keluangan dan aselt Daelrah. 

 
56Ibid, hal. 13 
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7) Kelmampuan pelnyellelnggaraan pelmelrintahan. 

a. Akselsibilitas pellayanan dasar pelndidikan; 

b. Akselsibilitas pellayanan dasar kelselhatan; 

c. Akselsibilitas pellayanan dasar infrastruktur; 

d. Jumlah pelgawai aparatur sipil nelgara di Daelrah induk; dan 

e. Rancangan relncana tata ruang wilayah Daelrah pelrsiapan. 

Pelrsyaratan keldua yang harus dipelnuhi untuk pelmbelntukan daelrah 

pelrsiapan adalah pelrsyaratan administratif, yang dimana dalam pelrsyaratan 

administratif telrbagi lagi atas pelrsyaratan administratif untuk pelmbelntukan 

daelrah pelrsiapan prolvinsi dan pelmbelntukan daelrah pelrsiapan 

kabupateln/kolta. Adapun pelrsyaratan administratif untuk pelmbelntukan 

daelrah pelrsiapan prolvinsi adalah selbagai belrikut: 

Pasal 37:  

1) Pelrseltujuan belrsama DPRD kabupateln/kolta yang akan melnjadi 

cakupan wilayah daelrah pelrsiapan, 

2) Pelrseltujuan belrsama DPRD prolvinsi induk dan gubelrnur daelrah 

prolvinsi induk. 

Seldangkan pelrsyaratan administratif untuk pelmbelntukan daelrah 

pelrsiapan kabupateln/kolta melliputi: 

1) Kelputusan musyawarah delsa yang akan melnjadi cakupan wilayah 

daelrah kabupateln/kolta, 

2) Pelrseltujuan belrsama DPRD kabupateln/kolta induk delngan 

bupati/walikolta daelrah induk, 

3) Pelrseltujuan belrsama DPRD prolvinsi delngan gubelrnur dari daelrah 

prolvinsi yang akan melncakupi daelrah pelrsiapan kabupateln/kolta 

yang akan dibelntuk. 

Adapaun dalam Pasal 41 melngatur melngelnai kelwajiban Daelrah induk 

telrhadap daelrah pelrsiapan dan kelwajiban daelrah pelrsiapan itu selndiri:  

Pasal 41: 

(1) Kelwajiban Daelrah Induk telrhadap Daelrah pelrsiapan melliputi : 

a. Melmbantu pelnyiapan sarana dan prasarana pelmelrintahan; 

b. Mellakukan pelndataan pelrsolnell, 



 
 

56 
 

c. pelmbiayaan, pelralatan, dan dolkumelntasi; 

d. Melmbuat pelrnyataan kelseldiaan 
e. Untuk melnyelrahkan pelrsolnell, pelmbiayaan, pelralatan, dan 

dolkumelntasi apabila Daelrah pelrsiapan diteltapkan melnjadi 

Daelrah baru; dan 

f. Melnyiapkan dukungan dana. 

(2) Kelwajiban Daelrah pelrsiapan melliputi : 

a. Melnyiapkan sarana  dan  prasarana pelmelrintaha; 

b. Melngellolla pelrsolnell, pelralatan, dan dolkumelntasi; 

c. Melmbelntuk pelrangkat Daelrah pelrsiapan; 

d. Mellaksanakan pelngisian jabatan 
e. aparatur sipil nelgara  pada pelrangkat Daelrah pelrsiapan; 

f. Melngellolla anggaran bellanja daelrah pelrsiapan; dan 

g. Melnangani pelngaduan masyarakat. 

(3) Masyarakat di daelrah pelrsiapan mellakukan partisipasi dan 

pelngawasan telrhadap pelnelyellelnggaraan pelmelrintahan, 

pelmbangunan dan kelmasyarakatan yang dilakukan ollelh Daelrah 

Pelrsiapan.57  

Belrkaitan delngan prolseldur pelmelkaran daelrah pelrsiapan satu daelrah 

selbagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daelrah pelrsiapan diusulkan 

ollelh gubelrnur kelpada pelmelrintah pusat, DPR, dan DPRD delngan 

mellampirkan pelrsyaratan dasar kelwilayahan dan pelrsyaratan administratif 

yang tellah dipe lnuhi se lbagai syarat pe lmbe lntukan daelrah pelrsiapan pro lvinsi 

maupun kabupateln/ko lta.  

Belrdasarkan usulan telrselbut, pelmelrintah pusat me llakukan pe lnilaian 

telrhadap pe lme lnuhan syarat-syarat yang te llah dise lbutkan se lbe llumnya, hasil 

pelnilaian telrse lbut disampaikan o lle lh pe lmelrintah pusat kelpada DPR untuk 

me lndapat pelrseltujuan. Dalam hal DPR melnyeltujui usulan pelmbelntukan 

daelrah pelrsiapan telrselbut pelmelrintah pusat melmbelntuk Tim Kajian 

 
57Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, Op. Cit. hal 22 
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Indelpelndeln untuk mellakukan kajian telrhadap pelrsyaratan dasar kapasitas 

daelrah.  

Sellanjutnya hasil kajian Tim Indelpelndeln disampaikan kelpada 

pelmelrintah pusat. Sellanjutnya ollelh pelmelrintah pusat dikolnsultasikan kelpada 

DPR. Hasil kolnsultasi telrselbut dijadikan dasar pelrtimbangan ollelh pelmelrintah 

pusat dalam melnelntapkan kellayakan pelmbelntukan satu daelrah pelrsiapan, dan 

pelrlu dikeltahui bahwa untuk melneltapkan satu daelrah pelrsiapan, diteltapkan 

delngan Pelraturan Pelmelrintah.58 

Belrkaitan delngan diteltapkan satu daelrah pelrsiapan delngan pelraturan 

pelmelrintah, maka sellama daelrah pelrsiapan melnjalani tahapan daelrah 

pelrsiapan, UU Nol.23 Tahun 2014 melnelntukan bahwa pelmelrintah pusat wajib 

mellakukan pelngawasan, pelmbinaan, dan melngelvaluasi daelrah pelrsiapan  

telrselbut dan melnyampaikan hasil pelngawasan, pelmbinaan dan  hasil  elvaluasi 

telrselbut  kelpada DPR  RI. Delngan lelmbaga nelgara di atas, UU Nol. 23 Tahun 

2014 juga melnelntukan wajib mellakukan pelngawasan pada daelrah pelrsiapan 

yang tellah telrbelntuk.59 

Belrdasarkan pelnjellasan selbellumnya, dikeltahui bahwa jangka waktu 

yang harus dilalui ollelh satu daelrah pelrsiapan untuk dibelntuk melnjadi satu 

daelrah baru adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, ollelh karelna 

itu UU No l. 23 Tahun 2014 melnelntukan bahwa seltellah satu daelrah pelrsiapan 

 
58Farahdilla Kutsiyah Dan Abdurrahman, “Persyaratan Dasar Pemekaran Wilayah 

Pamekasan Dalam Upaya Mendukung Pembentukan Provinsi Madura”, Praja, Vol 10, No 3, 2022, 

hal. 161 
59Ibid, hal. 165 



 
 

58 
 

mellalui jangka waktu yang ditelntukan, maka pelmelrintah pusat wajib 

mellakukan elvaluasi akhir dalam hal ini untuk melnelntukan apakah daelrah 

pelrsiapan telrselbut layak atau tidak untuk dijadikan satu daelrah baru.  

Apabila daelrah pelrsiapan telrselbut dinyatakan layak, maka pelmbelntukan 

daelrah telrselbut diteltapkan delngan Undang-Undang pe lmbe lntukan daelrah. 

Dan apabila daelrah telrselbut tidak layak, maka statusnya se lbagai daelrah 

pelrsiapan dicabut delngan pelraturan pe lmelrintah dan dike lmbalikan kel daelrah 

induknya.  

B. Konsekuensi Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Melaksanakan 

Otonomi Daerah Seperti Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Maraknya pelme lkaran wilayah yang diselbabkan ollelh olto lnolmi daelrah 

ini tellah melnimbulkan  belbelrapa  faktolr  utama  pelnyelbab  pelmelkaran daelrah,  

yaitu  kelcelndelrungan untuk  holmolgelnitas,  belbelrapa  pelmelkaran  daelrah  

lelbih didasari  moltif  ingin  lelpas  dari himpitan “pe lnindasan” kellolmpo lk lain 

atas dasar eltnis, agama, dan lainya. Dan pelrselpsi jangka pelndelk ellitel daelrah 

lelbih melndolminasi dalam pe lrtimbangan melnyusun usulan pelmelkaran daelrah 

dibandingkan kajian yang dapat di pelrtanggung jawabkan yang 

melmpelrtimbangkan selcara matang implikasi pelmelkaran daelrah.60 

 
60Khairul Fahmi Lubis, “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Otonomi Daerah Dan Pemekaran Wilayah”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 01, No. 02, 

2013, hal. 55 
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Pelmelkaran daelrah yang telrjadi telrnyata tellah melmbawa seljumlah 

implikasi polsitif maupun nelgatif. Melnurut Pratiknol ada belbelrapa implikasi 

dari adanya pelmelkaran daelrah, antara lain:  

1. Implikasi Solsial Pollitik  

Dari sisi pollitis, pelmelkaran wilayah dapat melnumbuhkan 

pelrasaan holmolgeln daelrah pelmelkaran baru yang justru akan 

melmpelrkuat pelrasaan elgolselntrismel. Hal ini jika tidak dikellolla delngan 

baik akan melnimbulkan kolnflik holrizolntal maupun velrtikal. Sellain itu 

munculnya banyak Kabupateln/Kolta justru melnimbulkan keltidak 

elffisielnsian manajelmeln pelmelrintahan daelrah. Sulitnya Pelmelrintah   

Pusat maupun Pelmelrintah Prolpinsi juga melnjadi implikasi solsial 

pollitis pelmelkaran daelrah. 

2. Implikasi Solsial Elkolnolmi  

Pelmelkaran Daelrah tellah melnyelbabkan belban keluangan yang 

harus ditanggung Pelmelrintah Pusat selmakin melningkat. Ollelh karelna 

itu, pelmelkaran daelrah yang telrjadi justru melnyelbabkan adanya 

keltelrgantungan daelrah hasil pelmelkaran telrhadap pelmelrintah pusat. 

3. Implikasi Solsial Kultural  

Mellalui pelmelkaran daelrah, masyarakat daelrah telrnyata tellah 

melmbawa dampak pada pelngakuan solsial, pollitik dan kultural 

telrhadap masyarakat. Di satu sisi implikasi ini akan melnimbulkan 

pelrbandingan di tataran masyarakat. 

4. Implikasi pada Pellayanan Publik  
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Dari dimelnsi pellayanan publik, pelmelkaran daelrah akan 

melmpelrpelndelk jarak gelolgrafis antara pelnduduk delngan selntra 

pellayanan yaitu Ibu kolta. 

5. Implikasi bagi Pelmbangunan Elkolnolmi  

Adanya pelmelkaran daelrah akan melmbelri kelselmpatan kelpada 

daelrah miskin untuk melmpelro llelh lelbih banyak subsidi bantuan dari 

pelmelrintah pusat dan hal ini akan melndolrolng pelningkatan pelndapatan 

pelr kapita di daelrah telrselbut. 

6. Implikasi pada pelrtahanan, Kelamanan dan Intelgrasi Nasio lnal  

Pelmelkaran Daelrah selbelnarnya dapat dipandang selbagai pelmicu 

bagi telrpelcahnaya nelgara Kelsatuan, bahkan juga bisa dipandang 

selbagai ancaman untuk melmbelntuk nelgara feldelral di Indo lnelsia.61 

Selcara umum, pelnelntuan pelmelkaran daelrah selpantasnya didasarkan 

pada pelrsyaratan yang telrukur delngan tiga langkah tujuan prelvelntif, yaitu 

pelrtama, pelmelkaran daelrah dimaksudkan untuk melnguatkan eltika 

prolfelsio lnalismel dalam pellayanan publik Pelmelrintah Daelrah kelpada 

masyarakat yang akan melnciptakan hubungan yang belrsifat kelseltaraan antara 

biro lkrasi dan publik yang dilayani. Keldua, pe lmelkaran daelrah ditunjukan 

pada pelnelrapan manajelmeln dan pelnguasaan telknollolgi yang dalam dari 

biro lkrasi pe lmelrintahan daelrah untuk mellayani publik, selhingga pellayanan 

yang dibelrikan celndelrung belrsifat celpat, telpat, mudah, padat te lknollo lgi, dan 

 
61Pratikno. “Usulan Perubahan Kebiajakan Penataaan Daerah: Pemekaran dan Penggabungan 

Daerah”. Usaid Jurnal, 2008, hal.17  
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padat info lrmasi. Keltiga, Pelmelkaran daelrah dilandasi atas prolfelsiolnalisme l, 

karelna relntang kelndali yang lelbih selmpit selhingga pelngawasan 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan dapat telrjamin kualitasnya.62  

Melngelnai pelngaturan bagi daelrah yang dianggap gagal dalam 

me llaksanakan olto lno lmi daelrah, maka selcara olto lmatis ada hal yang 

me lnye lbabkan satu daelrah telrselbut gagal. Pelmahaman yang kelliru dikalangan 

para ellit daelrah adalah pelmelbelntukan daelrah mellalui pelnggabungan maupun 

pelmelkaran daelrah dimaksudkan selbagai jalan kelluar untuk melwujukan 

belntuk idelntitas yang belrbelda atau selbagai akibat relaktif pelrlakuan daelrah 

induk yang tidak adil, untuk melmpelrollelh Dana Alolkasi Umum (DAU), 

selhingga tuntutan- tuntutan pelmelkaran daelrah selakan-akan dimaknai selbagai 

hak asasi daelrah untuk melnelntukan idelntitasnya.63 

Pelngaturan bagi daelrah yang dianggap gagal dalam mellaksanakan 

pelmelkaran daelrah, maka selcara olto lmatis ada hal yang melnyelbabkan satu 

daelrah telrselbut gagal. Salah satu pelnyelbabnya yaitu adanya aspelk pollitik 

yang telrjadi didalamnya, selpelrti pada kasus caloln pelmelkaran prolvinsi 

Kapuas Raya dikeltahui bahwa Prolsels pelmelkaran wilayah tidak telrlelpas dari 

kelpelntingan pollitik dan individu dimana adanya unsur keltidak peldulian 

telrhadap kelpelntingan masyarakat dan lelbih melmelntingkan jabatan pollitik 

dan kelkuasaan selrta prolsels pelmbahasan di Delwan Pelrwakilan Rakyat 

 
62Djohermansyah Djohan, 2005, Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah dalam Haris Syamsudin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah:  Desentralisasi, Demokratisasi 

dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor, Jakarta, hal. 214. 
63Khairul Fahmi Lubis, Loc. Cit. 
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Daelrah yang belgitu lama yang melmbuat telrjadinya pelsimistis di kalangan 

masyarakat. Pelngajuan yang belgitu lama kel pusat melnjadi batu sandungan 

dan alasan telrhambatnya pelmelkaran Prolvinsi Kapuas Raya. 

Dinamika pollitik yang ada dalam relncana pelmelkaran wilayah Prolvinsi 

Kapuas Raya sangat rumit dari hubungan lelgislativel dan elkselkutif, lelmbaga 

delngan pihak panitia pelmelkaran wilayah Prolvinsi Kapuas Raya selmuanya 

saling belrhubungan. Relncana pelmelkaran wilayah Prolvinsi Kapuas Raya 

tidak telrlelpas dari belrbagai masalah baik halangan di tingkat Pelmelrintah 

Prolvinsi Kalimantan Barat hingga tingkat pelngajuan kel pusat.64 

Gubelrnur Kalimantan Barat melngatakan tellah melyeltujui adanya 

pelmelkaran Prolvinsi Kapuas Raya pada tahun 2012 dan tidak pelrnah 

melnghambat pelmelkaran, namun draft pelrseltujuan di Selkreltariat Daelrah 

Kalimantan Barat bellum melnelmukan adanya dolkumeln pelrseltujuan telrselbut, 

dan Kolmisi A Delwan Pelrwakilan Rakyat Daelrah Prolvinsi Kalimantan Barat 

melnjellaskan bahwa Keltua panitia pelmelkaran Prolvinsi Kapuas Raya tidak 

pelrnah mellakukan kololrdinasi langsung atau mellelngkapi kelkurangan 

administrasi selmelnjak belrkas pelmelkaran Prolvinsi Kapuas Raya di usulkan.65 

Belrkaitan delngan kelwajiban bagi pelmelrintah daelrah yang gagal 

mellaksanakan pelmelkaran daelrah, UU Nol. 23 Tahun 2014 melnelntukan 

bahwa suatu daelrah hasil pelmelkaran apabila tidak mampu 

melnyellelnggarakan oltolnolmi daelrah, maka daelrah telrselbut dapat 

 
64Bella Septiani, Op. Cit. hal. 14  
65Ibid, 
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digabungkan kelmbali delngan daelrah induknya ataupun delngan daelrah lain. 

Namun, jika kita mellihat seljarah pelmelrintahan nelgara Indolnelsia dan seljarah 

pelmelrintahan dari tahun 1945 sampai selkarang ini, dapat dikeltahui bahwa 

Pelmelrintah Nelgara Indolnelsia bellum pelrnah mellakukan pelnggabungan 

daelrah selbagaimana yang dimaksud dalam UU Nol. 23 Tahun 2014 atau 

Undang-undang pelmelrintahan daelrah selbellumnya. Selhingga telrkelsan bahwa 

pelmelrintah sellama ini hanya telrfolkus mellakukan pelmelkaran daelrah prolvinsi 

dan pelmelkaran kabupateln/kolta.  

Melnurut pelnjellasan selbellumnya, pelnulis belrpelndapat bahwa belbelrapa 

hal yang bisa dilakukan pelmelrintah daelrah untuk melngatasi masalah telrselbut 

adalah:  

1. Melmpelrkuat selgi pelngaturan delngan melmbelrikan sanksi yang 

telgas bagi pelngusul pelmelkaran daelrah yang data-data yang 

dicantumkan dalam pelrsyaratan tidak selsuai delngan kolndisi 

daelrah yang selbelnarnya. Dan melngimplelmelntasikan keltelntuan 

dari Pasal 47 ayat (1) UU Nolmolr 23 Tahun 2014 yang dimana 

dikatakan bagi daelrah yang tidak melmpu melnyellelnggarakan 

oltolnolmi daelrah, maka daelrah telrselbut harus digabungkan 

kelmbali delngan daelrah induknya 

2. Melnutup pintu DPR dan DPD dalam hal pelngajuan pelrmolholnan 

untuk melmelkarkan daelrah, melnjadi satu pintu yaitu pelmelrintah 

pusat. Delngan melmbelntuk delwan pelmbinaan dan pelngawasan 

dari tahap daelrah pelrsiapan sampai pada tahap pelmelkaran 
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daelrah, delngan adanya satu lelmbaga yang belrwelnang mellakukan 

pelngawasan selrta melmbelrikan pelmbinaan kelpada daelrah-daelrah 

pelmelkaran, dan belrtanggung jawab langsung kelpada prelsideln. 

3. Melmpelrkuat  fungsi  kolntroll  telrhadap pelmelrintah daelrah  yang 

dilakukan ollelh masyarakat, pelmelrintah pusat dan lelmbaga 

lelgislatif daelrah, delngan melningkatkan mutu pelndidikan 

selhingga melmunculkan sumbelr daya manusia yang belrkualitas 

(belrkaitan delngan kinelrja aparatur pelmelrintah daelrah), dalam 

melmahami asas-asas umum pelmelrintahan melliputi: Asas 

pelrsamaan; Asas Kelpelrcayaan; Asas Kelpastian Hukum; Asas 

Kelcelrmatan; Asas Pelmbelrian Alasan dan Asas Larangan 

Belrtindak kelselwelnang-welnangan. 

4. Melmbelntuk neltralitas tim indelpelndeln yang melbelrikan pelnilaian 

atas pelmelkaran daelrah, untuk melnghindari kelmungkinan 

pelmbelnturan pelndangan pollitik antara pihak-pihak telrtelntu 

dalam daelrah atau pimpinan pelmelrintahan daelrah dan aparatur 

birolkrasi, selrta masyarakat daelrah induknya. 

Belrdasarkan tindak lanjut yang tellah diselbutkan di atas, maka melnurut 

pelnulis salah satu faktolr yang pelrlu melndapat pelrhatian khusus dari 

pelmelrintah adalah dari selgi moltivasi mellakukan pelmelkaran daelrah, untuk 

itu pelnulis melnawarkan kelpada pelmelrintah agar selselring mungkin untuk 

mellakukan solsialisasi kelpada masyarakat, selcara khusus kelpada ellit pollitik 

dan pelnguasa daelrah telntang tujuan pelmelkaran daelrah, akibat dari 
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pelmelkaran daelrah, selrta selsuatu yang melnyelbabkan telrjadinya pelmelkaran 

daelrah. Selhingga keltika ellit pollitik dan pelnguasa daelrah melnawarkan 

pelmelkaran daelrah kelpada masyarakat, seltidaknya masyarakat sudah 

melmpunyai gambaran umum telntang pelmelkaran daelrah dan akibat dari 

pelmelkaran daelrah. 
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BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 

Belrdasarkan uraian diatas maka pelnulis dapat melngambil kelputusan selbagai 

belrikut : 

1. Pelmelkaran daelrah belrdasarkan Undang-Undang Nolmolr  23 Tahun 

2014 seldikit melngalami pelrubahan yang hanya melnelntukan dua 

pelrsyaratan yaitu pelrsyaratan dasar dan pelrsyaratan administratif. 

Sellain itu, Undang-Undang No lmolr 23 Tahun 2014 juga melnelntukan 

bahwa apabila satu daelrah akan dimelkarkan, maka daelrah telrselbut 

harus mellalui tahapan daelrah pelrsiapan. Undang-Undang Nolmolr 23 

Tahun 2014 sangat keltat dalam melngatur pelmelkaran daelrah, namun  

sampai  saat ini aturan pellaksana dari UU Nolmolr 23 Tahun 2014 bellum 

ada. 

2. Keltelntuan yang melngatur telntang daelrah yang gagal dalam 

melnyellelnggarakan oltolnolmi daelrah selsungguhnya tellah diatur dalam 

Pasal 47 Ayat (1) UU Nolmolr 23 Tahun 2014 selcara elksplisit 

melnelntukan bahwa apabila satu daelrah dinyatakan tidak mampu 

melnyellelnggarakan  oltolnolmi  daelrah, maka  daelrah  telrselbut   harus  di 

gabungkan delngan daelrah induknya. Hanya saja, sampai saat ini bellum 

ada pelraturan pelmelrintah yang melngatur telntang pelnggabungan daelrah 

dan melkanismel pelnggabungannya.  
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B. Saran  

1. Undang-Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 cukup keltat dalam melngatur 

pelmelkaran daelrah. Namun untuk melngantisipasi telrjadinya manipulasi 

data-data telntang kelsiapan daelrah dalam hal ini belrkaitan delngan 

pelmelnuhan indikatolr-indikato lr yang telrcantum dalam pelrsyaratan 

pelmelkaran daelrah, maka selbaiknya keltika ada pelrubahan bagi Undang-

Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 atau adanya Undang-Undang Pellaksana 

telrbaru nantinya melncantumkan sanksi yang telgas bagi pelngusul  

pelmelkaran daelrah yang data-datanya tidak selsuai delngan kolndisi 

daelrah yang selbelnarnya, karelna tidak melnutup kelmungkinan hal 

delmikian akan telrjadi. 

2. Selgelra mellakukan pelnggabungan daelrah bagi daelrah-daelrah yang 

dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam melnyellelnggarakan 

pelmelkaran daelrah, belrdasarkan pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang 

Nolmolr 23 Tahun 2014. Selrta melnutup dua melkanismel pelngajuan 

prolpolsal pelmelkaran daelrah melnjadi satu pintu yakni pelmelrintah pusat. 

Kelrelna tidak melnutup kelmungkinan hal selpelrti ini akan telrjadi apabila 

pelngajuan prolpolsal pelmelkaran daelrah teltap dilakukan ollelh 2 telmpat.  
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